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Evaluasi penyelenggaran pasar lelang yang dilaks-
anakan di 19 daerah, ternyata masih ditemukan 
beberapa kendala. Yakni sulitnya berkembang 

pasar lelang tersebut. Pada hal, potensi kopmoditi dari 
daerah tersebut cukup besar.  Hal itu terungkap saat 19 
Pemda penyelenggara pasar lelang dievaluasi laporan-
nya oleh Bappebti, diacara evaluasi pasar lelang yang 
dilakukan di Bandung, Jabar, 15 Juni 2011.  

Tahun 2009, saat Bappebti melakukan program eva-
luasi pasar lelang, di Manado, Sulut, sejatinya sudah 
diketahui ada sebanyak 6 daerah yang masuk dalam 
zona merah. Artinya, daerah tersebut 
sudah tidak layak lagi penyelenggara 
pasar lelang. Daerah yang masuk da-
lam zona merah ini diindikasikan dari 
rendahnya nilai transaksi dan rendah-
nya frekuensi penyelenggaraan pasar 
lelang. 

Daerah yang masuk dalam zona me-
rah tersebut, di tahun 2012 bakal tidak 
memperoleh dana dekonsentrasi dari 
Bappebti. Jika, sepanjang tahun 2011 
ini tidak menunjukan performa yang 
lebih baik. Itulah salah satu kesimpulan 
dari evaluasi pasar lelang 2011. 

Selain itu, untuk menggenjot penyel-
enggaraan pasar lelang yang berkua-
litas, masing-masing Pemda juga di-
minta untuk mengalokasikan anggaran d a r i 
APBD, minimal sebesar 35 % dari nilai dana dekonsen-
trasi APBN yang disalurkan melalui Bappebti. Hal ini di-
tujukan untuk meningkatkan frekuensi penyelenggara-
an pasar lelang, serta meningkatkan kualitas transaksi. 

Di samping itu, revitalisasi pasar lelang yang sudah 
diprogramkan sejak tahun 2011 di lima wilayah penye-
lenggara pasar lelang, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Selatan, masih diberi 
waktu selama tiga tahun untuk berbenah diri.  

‘Nah, untuk masa mendatang, Bappebti juga mem-
buka kran dan mendorong sekencang-kencangnya bagi 

pihak swasta atau koperasi sebagai penyelenggara pa-
sar lelang. Karena pada dasarnya siapa pun bisa me-
nyelenggarakan pasar lelang. Tergantung memenuhi 
syarat dan kententuan yang berlaku. Hingga saat ini 
dari kalangan swasta atau pun koperasi yang seleng-
garakan pasar lelang baru ada satu, yakni PT. e-Pasar. 
Perusahaan ini menyelenggarakan pasar lelang mela-
lui teknologi informasi.  Dan, telah beroperasi sejak Ok-
tober 2010, lalu. Saat ini pun ada satu dari kalangan 
swasta yang berminat untuk memasuki pasar lelang. 
Hanya  saja,  kelompok swasta yang berbasis di bis-

nis properti itu masih mempersiapkan 
peraturan tata tertib pasar lelang serta 
fasilitas pendukung lainnya. 

Implementasi SRG diberbagai dae-
rah juga menjadi salah satu sorotan 
buletin ini. Pada 12 Juni 2011, lalu 
di Bali, Bappebti telah menyerahkan 
gudang SRG kepada 11 Pemda. Da-
lam kesempatan penyerahan gudang 
tersebut, Kepala Bappebti menekan-
kan agar Pemda penerima bantuan 
pembangunan gudang SRG, sung-
guh-sungguh serius mengimplemen-
tasikan instrumen pembiayaan pas-
ca panen itu. Sehingga, manfaat dari 
instrumen tersebut dapat diserap 
masyarakat, terutamanya petani 

produsen.
Di bidang perdagangan berjangka komoditi,  Masya-

rakat Singkong Indonesia (MSI) meminta baik bursa 
berjangka maupun pemerintah untuk memperdagang-
kan kontrak berjangka singkong. Tentunya setelah 
dilakukan kajian ilmiah kelayakan singkong sebagai 
subjek kontrak berjangka. 

Terlepas dari itu, menurut Ketua MSI, setidaknya 
ada delapan varian singkong yang layak diperdagang-
kan bursa berjangka. Karena, delapan varian itu meru-
pakan konsumsi dunia dan produsennya sangat terba-
tas. Yakni, Negeria, Thailand, Indonesia dan Vietnam. 

Jadi, boleh dicoba! Salam!
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Info Utama

Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti) 
di tahun 2011 mencanangkan 

revitalisasi pasar lelang komoditi agro 
(PLKA) yang diselenggarakan  dinas 
perdagangan di lima wilayah. Masing-
masing PLKA Jawa Timur, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan 
Bali. Disperindag Provinsi Jawa Timur, 
menjadi pioner dalam program revi-
talisasi pasar lelang yang dibina dan 
dikembangkan Bappebti.  

Program revitalisasi  PLKA itu telah 
dibuktikan Disperindag Jatim saat pe-
nyelenggaraan pasar lelang yang ke 78 
di Pusat Perdagangan Agrobis (Puspa 
Agro) Jemundo, Sidoarjo, pada 22 Feb-
ruari 2011, lalu.  Salah satu langkah 
revitalisasi pasar lelang yang ditem-
puh Disperindag Jatim, yakni  menun-
juk dan bekerjasama dengan PT Jatim 
Grha Utama (JGU)- perusahaan BUMD 
Jatim. Dengan revitalisasi pasar lelang 
itu, JGU telah menyelenggarakan PLKA 
Jatim ke 78 pada 22 Februari 2011, 
lalu. Dan hingga saat ini JGU telah me-
nyelenggarakan PLKA ke 82. 

Menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan 
Jasa, Bappebti, Sutriono Edi, masih ada 
empat daerah lagi yang belum merevi-
talisasi pasar lelang. Hal itu dikarena-
kan masing-masing daerah memiliki 
kendala, baik dari sisi pemilihan pihak 
penyelenggara, lokasi pasar lelang, pen-
galokasian anggaran, maupun persia-
pan SDM- sumber daya manusia. 

“Masing-masing daerah itu sudah 
menyampaikan laporannya kepada 
Bappebti, saat dilakukan evaluasi se-
banyak 19 pasar lelang pada 15 Juli 
2011, lalu, di Bandung,” jelas Sutriono, 
kepada Buletin Kontrak Berjangka, 
diruang kerjanya.

Namun demikian, tambah Sutriono, 
ditargetkan dalam tiga tahun ke depan 
masing-masing daerah tersebut sudah 
melaksanakan revitalisaisi. “Harapan 
kami tidak sampai tiga tahun sudah di-
revitalisasi. Sehingga masing-masing 
daerah itu bisa dikoneksikan dengan 
teknologi informasi.  Dengan  demikian 
para pelaku bisa saling bertransaksi 
melalui sistem yang ada di mana pun 
lokasi mereka.”

Di samping revitalisasi pasar lelang 
yang diselenggarakan dinas perdagan-
gan daerah, Bappebti juga mendorong 
penyelenggaraan pasar lelang untuk di-
lakukan baik dari pihak swasta maupun 
koperasi. Perangkat Bappebti membu-
ka pasar lelang diselenggarakan pihak 
swasta dan koperasi yakni dengan kelu-
arnya Surat Keputusan Kepala Bappeb-
ti No. 01/Bappebti/Per-PL/08/2010, 
tentang, persetujuan penyelenggaraan 
pasar lelang dengan penyerahan kemu-
dian. 

“Sejak Agustus 2010, lalu, Bappebti 
sudah membuka peluang  bagi swasta 
dan koperasi untuk selenggarakan pas-
ar lelang. Hasilnya saat ini sudah ada 
dari pihak swasta yang menyelengga-

rakan pasar lelang, yakni PT. e-Pasar.  
Tapi dari kelompok koperasi belum ada 
yang mengajukan,” jelas Sutriono

Lebih jauh diungkapkan Sutriono Edi, 
saat ini pun sudah ada satu kelompok 
swasta berbasis properti yang ingin 
mengembangkan pasar lelang. “Kay-
aknya belum saatnya disebut nama pe-
rusahaan itu. Tetapi yang jelas mereka 
sudah mengajukan proposal dan tata 
tertib penyelenggaraan pasar lelang, 
dan sudah pula kami pelajari. Tetapi 
masih ada beberapa hal yang harus 
mereka sempurnakan. Jadi, nantinya, 
kalau sudah dikembalikan lagi dan di-
periksa maka mereka akan mengajukan 
izin penyelenggaraan pasar leleng. Kita 
harapkan dalam waktu dekat ini ‘lah,” 
papar Sutriono. 

“Harapan kami ada juga kalangan 
koperasi yang menjadi penyelenggara 
pasar lelang dari daerah. Cuma memang 
sulit untuk didorong, karena belum ada 
kita temukan bentuk baku penyeleng-
gara pasar lelang yang mandiri,” kata 
Sutriono.

Sejatinya, untuk menyelenggarakan 
pasar lelang sesuai SK Kepala Bappebti 
No. 01/Bappebti/Per-PL/08/2010, 
tidak terlalu berat untuk dilakukan baik 
kelompok swasta maupun koperasi. 
Pada pasal 3, ayat 2, persyaratan yang 
ditetapkan memiliki modal disetor sebe-
sar Rp 1 miliar, memiliki fasilitas sistem 
perdagangan, memiliki peraturan tata 
tertib dan kerjasama dengan lembaga 

Pasar lelang merupakan salah satu sarana efektif dan efisien untuk menghasilkkan dan memasarkan 
komoditi pertanian yang memiliki daya saing. Untuk itu pemerintah melalui Bappebti, mendorong 
kalangan swasta dan koperasi selenggarakan pasar lelang.  Sedangkan pasar lelang yang sudah ada 
akan direvitalisasi.

Peluang Selenggarakan PLKA
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kliring penjaminan pasar lelang. 
Bedanya persyaratan yang diberikan 

kepada dinas perdagangan di daerah 
hanya dari sisi permodalan. Karena 
pasar lelang tersebut merupakan milik 
pemerintah daerah bersangkutan. Se-
dangkan untuk persyaratan lain berlaku 
sama.  

Penjaminan 
Sementara itu, menurut Kepala Ba-

gian Pengawasan Pasar Lelang, 
Bappebti, Dharmayugo Hermansyah, 
mengatakan, saat ini sudah siap diaju-
kan revisi Peraturan Menteri Perda-
gangan dan Perindustrian No. 650/
MPP/Kep/10/2004, tentang keten-
tuan penyelenggaraan pasar lelang 
dengan penyerahan kemudian.  “Pada 
dasarnya revisi Permendag itu untuk 
menyempurnakan peraturan yang ada, 
dan memperkuat kelembagaan pasar 
lelang.”

“Berhubung  Bappebti saat ini ma-
sih disibukan dengan amandemen dua 
undang-undang, kemungkinan revisi 
itu akan diajukan bulan Agustus nanti,” 
kata Dharmayugo. 

Lebih jauh dijelaskan Dharmayugo, 
setidaknya hal penting yang akan di-
revisi dari Permendag itu adalah me-
nyangkut lembaga penjaminan dan pe-
nyelesaian transaksi pasar lelang. 

“Dalam usulan kami,  lembaga ini bisa 
dibentuk di masing-masing daerah den-
gan kerjasama lembaga sejenis yang 
ada di daerah tersebut. Atau, penye-
lenggara pasar lelang yang diselengga-
rakan dinas perdagangan membentuk 
unit penjaminan dan penyelesaian tran-
saksi pasar lelang.”

Selain itu, adanya aturan yang men-
gatur pihak perantara perdagangan un-
tuk bertransaksi di pasar lelang. Peran-

tara Perdagangan ini nantinya  harus 
memperoleh izin, baik yang diperoleh 
dari Bappebti, maupun dari dinas perda-
gangan daerah penyelenggara pasar 
lelang. 

“Peran Perantara Perdagangan di 
pasar lelang ini sama halnya dengan 
perusahaan pialang berjangka di bursa 
berjangka. Jadi, dari lembaga ini ‘lah 
nantinya pembeli untuk bisa melakukan 
transaksi di pasar lelang,” kata Dharma-
yugo.  

Bakti
S atu lagi kelembagaan pasar lelang 

yang akan diperkuat dalam pengem-
bangan pasar lelang adalah berdirinya 
badan arbitrase. Badan arbibitrase ini 
nantinya sebagai badan yang menyele-
saikan persengketaan dari pihak-pihak 
bertransaksi di pasar lelang.   

“Banyak hal yang bisa diselesaikan di 
badan  arbitrase, misalnya, faktor gagal 
serah atau gagal bayar. Gagal bayar itu 
bisa terjadi karena tidak sesuai dengan 
jumlah yang di bayar, atau tidak sesuai 
dengan mutu dan waktu. Jadi, untuk 
mengurangi tingkat  kerugian akibat 
perselisihan itu maka perlu peran badan 
arbitrase,” jelas Dharmayugo. 

Mendorong berdirinya badan arbi-
trase pasar lelang, Bappebti sudah 
melakukan pendekatan dengan badan 
arbitrase yang ada.  “Bappebti sudah 
melakukan pendekatan dengan Badan 
Arbitrase Perdagangan Berjangka Ko-
moditi (BAKTI). Kami pikir lebih baik me-
maksimalkan lembaga yang ada, dari 
pada membentuk lembaga baru.” 

“Pihak BAKTI pun menyambut baik 
saran Bappebti, sehingga mereka su-
dah melakukan perubahan anggaran 
dasar. Kalau tidak salah dalam bulan 
Juni 2011, ini, BAKTI sudah melaku-

kan perubahan anggaran dasar yang 
memasukan pasar lelang ke anggaran 
dasar BAKTI,” kata Dharmayugo.

Untuk efisiensi dan kemudahan bagi 
pihak-pihak yang bersengketa, arbiter 
akan ditetapkan di masing-masing dae-
rah penyelenggara pasar lelang. Atau, 
bisa juga menggunakan jasa arbiter 
yang ada di pusat. Jadi kita harapkan 
masing-masing daerah penyelenggara 
menempatkan orangnya sebagai arbi-
ter, tambah Dharmayugo. 

“Untuk itu  BAKTI nantinya akan 
melakukan pendidikan dan memberi 
sertifikasi bagi arbiter yang ada di dae-
rah,” jelasnya.

Berdasarkan Permendag 
No.650/2004, setiap penyelenggara 
pasar lelang harus memiliki komite ar-
bitrase. Hal ini diatur pada Pasal 10, se-
dangkan pada Pasal 13, tugas Komite 
arbitrase bertugas membantu penye-
lenggara pasar lelang untuk memfasili-
tasi menyelesaikan perselisihan yang 
timbul antara anggota pasar  lelang 
yang tidak dapat diselesaikan secara 
musyawarah. 

“Pasar lelang Jawa Timur yang su-
dah direvitalisasi seharusnya memiliki 
arbiter. Tetapi sampai saat ini belum 
ada. Makanya kita harapkan BAKTI 
bisa segera melakukan pendidikan 
bagi calon arbiter, sehingga jika ada 
perselisihan di sana sudah bisa disele-
saikan dengan mudah dan cepat,” kata 
Dharmayugo. 

Evaluasi pasar lelang yang diseleng-
garakan Bappebti beberapa waktu lalu, 
di Bandung, agaknya menyimpan se-
jumlah amunisi dalam pengembangan 
pasar lelang di masa mendatang. Se-
hingga pasar lelang menjadi salah satu 
instrumen yang dapat dijadikan daerah 
sebagai lokomotif pengerak ekonomi. 
Di sisi lain, mendorong petani produsen 
menghasilkan komoditi unggulan yang 
memiliki daya saing. 

Info Utama

Penyelenggaraan pasar lelang secara bertahap diarahkan ke swastanisasi dengan harapan dapat memberikan nilai tambah 
kepada penyelenggara dan stakeholder.

Membangun interkoneksi antara penyelenggara pasar lelang guna mengakselerasikan perdagangan komoditi unggulan antar 
daerah.

Realisasi nilai transaksi akan dijadikan salah satu indikator evaluasi keberhasilan pasar lelang. 

Daerah harus mengangarkan dana pendampingan pasar lelang melalui APBD minimal 35 % dari Dana Dekonsentrasi pasar 
lelang yang diterima daerah.

Perlu tahapan jelas mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan revitalisasi pasar lelang.

Daerah yang belum memenuhi kriteria revitalisasi pasar lelang, bisa bertransformasi dengan daerah yang sudah memenuhi 
persyaratan revitalisasi sepanjang memenuhi persyaratan. 

Arah Dan Strategi Pasar Lelang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Menggenjot terselenggaranya 
Pasar Lelang Komoditi Agro 
(PLKA) yang berkualitas dan 

berkseinambungan diberbagai daerah, 
Badan Pengawas Perdagangan Berjang-
ka Komoditi (Bappebti) selaku lembaga 
pembina PLKA, meminta pemerintah 
daerah penyelenggara mengalokasikan 
anggaran yang berasal dari APBD mini-
mal 35 % dari nilai Dana  Dekonsentrasi 
yang diterima. Di sisi lain, enam daerah 
yang masuk ‘zona merah’, karena kurang 
mampu mengembangkan instrumen 

perdagangan ini, maka 
diminta untuk melebur 
dengan daerah terdekat 
dalam penyelenggaraan 
pasar lelang.

Demikian antara lain 
diungkapkan Kepala Biro 
Pasar Fisik dan Jasa, 
Bappebti, Sutriono Edi, 
kepada Buletin Kontrak 
Berjangka, baru-baru ini. 
Dikatakan Sutriono Edi,  
pemerintah daerah harus 
serius dalam pengem-
bangan pasar lelang. Oleh 
karena itu, Bappebti me-
minta daerah untuk men-
galokasikan anggaran 
dari APBD, minimal 35 % 

dari dana Dekon. Ini salah satu strategi Bap-
pebti untuk mengukur keseriusan pemerin-
tah daerah dalam menyelenggarakan pasar 
lelang.   

“Hal itu sudah disampaikan kepada peny-
elenggara pasar lelang saat dilakukan evalu-
asi sebanyak 19 pasar lelang, pada 15 Juli 
2011, lalu, di Bandung,” jelas Sutriono. 

Makanya, tambah Sutriono, kami memin-
ta pemerintah daerah untuk melobi pimpi-
nannya dan disampaikan kepada legislatif 
untuk mengalokasikan anggaran tersebut. 

“Pengalokasian anggaran itu agar pasar 

lelang dapat terselenggara secara berkualitas 
dan berkesinambungan. Selama ini, dalam 
penyelenggaraan pasar lelang daerah mem-
peroleh dukungan pendanaan dari dana dekon-
sentrasi Bappebti yang dialokasikan dari 
APBN,’ jelas Sutriono. 

Yang kita harapkan dari pengalokasian ang-
garan APBD itu, misalnya, selama ini satu dae-
rah bisa selenggarakan pasar lelang sebanyak 
6 kali dalam satu tahun, sehingga dengan ad-
anya tambahan dana tersebut bisa diselengga-
rakan pasar lelang sebanyak 10 kali. Jadi ada 
penambahan sebagai 4 kali penyelenggaraan 
pasar lelang, tambahnya. 

“Dengan demikian Bappebti sebagai lem-
baga pembina pasar lelang, bisa mengukur 
tingkat keberhasilan daerah dalam menyeleng-
garakan pasar lelang. Lalu, jangka menengah 
bisa diselaraskan dengan instrumen SRG- 
sistem resi gudang,” papar Sutriono. 

“Jika penyelenggaraan pasar lelang berkuali-
tas, pasar ini pun berpotensi memperdagang-
kan resi gudang yang komoditinya tersimpan di 
gudang,” katanya.  

Di sisi lain diutarakan Sutriono Edi, bentuk 
dukungan lain yang diberikan Bappebti sebagai 
lembaga pembina pasar lelang adalah melaku-
kan edukasi dan sosialisasi, pelatihan SDM 
pengelola pasar lelang dan program-program 
lainnya. “Inilah bentuk insentif yang diberikan 
kepada penyelenggara pasar lelang.”  

Info Utama

Pemda Harus Alokasikan APBD Untuk PLKA
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Dari kegiatan evaluasi pasar 
lelang yang dilakukan di 

Bandung itu, juga disoroti peny-
elenggara yang masuk dalam 
kategori zona merah. Penyeleng-
gara yang masuk dalam kategori 
ini dianggap kurang mampu untuk 
mengembangkan pasar lelang. 
Untuk itu, tindakan yang diambil 
adalah melikuidasi pasar lelang 
tersebut atau meleburkan diri den-
gan pasar lelang yang wilayahnya 
berdekatan. 

“Tahun 2009 saat dilakukan 
evaluasi pasar lelang di Manado, 
sudah diketahui ada sebanyak 
enam daerah yang masuk zona 
merah. Ketika di Bandung, pun, 
posisinya relatif masih sama. Oleh 
karena itu, untuk tahun 2012 
Bappebti mungkin sudah tidak 
mengalokasikan lagi program 
pada daerah bersangkutan,”jelas 
Sutriono Edi.

Pada dasarnya daerah yang ma-

suk zona merah itu cukup memi-
liki potensi pengembangan pasar 
lelang dari sisi komoditinya yang 
berlimpah, tambahnya. Tetapi 
karena kurangnya kemampuan 
SDM- sumber daya manusia, di 
daerah tersebut, sehingga pasar 
lelang kurang berkembang. 

Aspek yang menonjol kelema-
han daerah dalam menyelengga-
rakan pasar lelang adalah rotasi 
SDM yang sering berganti-ganti. 
Sehingga program tersebut tidak 
berkesinambungan dengan peja-
bat pengganti. Di sisi lain, minim-
nya pengetahuan terhadap in-
strumen ini.

“Dari evaluasi yang dilakukan, 
kelemahan pasar lelang yang 
berada di zona merah, misalnya, 
saat ini sudah ada operator yang 
dilatih dan memiliki kemampuan 
untuk menyelenggarakan pasar 
lelang. Tetapi, oleh pejabat yang 
lebih tinggi meminta operator 

tersebut untuk menangani unit 
lain. Sedangkan penggantinya 
belum menguasai pelaksanaan 
pasar lelang, sehingga program 
ini terbengkalai,” tandas Sutrio-
no.

Oleh karena itu, Bappebti men-
dorong dilakukannya revitalisasi 
pasar lelang. Yakni dengan cara 
pemerintah daerah bekerjasa-
ma dengan pihak swasta atau 
BUMD dalam menyelenggara-
kan pasar lelang. Dalam program 
revitalisasi pasar lelang tersebut, 
Bappebti telah menetapkan lima 
daerah masing-masing PLKA 
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Sulawesi Selatan dan 
Bali. 

Disperindag Jatim, pada 22 
Februari 2011, lalu, sudah ber-
hasil melakukan revitalisasi 
PLKA, yakni bekerjasama den-
gan PT Jatim Grha Utama (JGU)- 
perusahaan BUMD Jatim.

Info Utama

Zona Merah
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Resi Gudang 

Untuk memacu dan mendorong 
implementasi sistem resi gu-
dang (SRG), pemerintah me-

lalui APBN telah membangun gudang 
komoditi primer yang nantinya di jadi-
kan gudang SRG. Pada tahun 2009,  
melalui Dana Stimulus Fiksal Tahun 
2009, di bangun sebanyak 41 unit gu-
dang SRG yang terdiri dari 35 gudang 
flat dan 6 silo. Dan seluruhnya gudang 
SRG tersebut telah diserahkan kepada 
pemerintah daerah. Untuk tahun 2010,  
melalui APBN-P Tahun 2010, juga 
dibangun sebanyak 15 gudang SRG di 
11 kabupaten-kota. 

Di samping itu, pemerintah melalui 
Badan Pengawas Perdagangan Ber-
jangka Komoditi (Bappebti) telah mer-
encanakan melakukan survei gudang 
milik swasta atau koperasi yang ada 
di seluruh Indonesia, untuk dapat digu-
nakan dalam skema SRG. Survei gu-
dang yang memenuhi Standar Nasional 
Indonesia- SNI, itu, akan dilakukan ker-
jasama dengan PT Surveyor Indonesia 
(Persero). 

Demikian antara lain diutarakan 
Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempur-
najaya, dalam Pembukaan Pelatihan 
Teknis Penyuluh Lapangan Sistem 
Resi Gudang dan penyerahan gudang 
kepada pejabat dari 11 pemerintah ka-
bupaten dan kota, di Bali, 12 Juni 2011. 
Hadir dalam acara itu antara lain Ke-
pala Disperindag Bali, Gede Darmaja, 
Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari, 
Bupati Grobogan, Bambang Pudjono, 
serta Kepala Disperindag dari berbagai 
kabupaten-kota penerima bantuan 
pembangunan gudang SRG. Selain itu, 
acara ini juga dihadiri Sekretaris Bap-
pebti, Nizarli, Kepala Biro Pasar Fisik 
dan Jasa Bappebti, Sutriono Edi, dan 

peserta penyuluh lapangan yang me-
nerima bantuan pembangunan gudang 
SRG.

Masing-masing daerah yang me-
nerima bantuan pembangunan gudang 
SRG dari APBN-P 2010 adalah, Kabu-
paten Pidie, Kabupaten Musi Banyua-
sin, Kabupaten Serdang Bedagai, Ka-
bupaten Purwakarta, Kabupaten Lebak, 
Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sum-
bawa, Kota Palopo, Kabupaten Pinrang, 
Kabupaten Mamuju dan Kabupaten 
Maluku Tengah.

Jargon
Dihadapan para pejabat pemerintah 

daerah itu, dikatakan Syahrul R. 
Sempurnajaya, “kami mohon pemerin-
tah daerah dapat berperan aktif dalam 
mendukung pelaksanaan SRG dengan 
mempercepat berfungsinya gudang-
gudang tersebut. Serta,  menyusun pro-
gram-program terobosan untuk peman-
faatan gudang SRG sehingga dapat 
berjalan dengan optimal. 

“Sesuai dengan UU No.9/2006, ten-
tang Sistem Resi Gudang , kami harap-
kan pemerintah daerah juga dapat  
memberikan kemudahan bagi sektor 
usaha kecil dan menengah serta ke-
lompok tani dalam pemanfaatan SRG,” 
katanya.

“Pada kesempatan ini pun, kami sam-
paikan pula harapan agar Pemda dapat 
menyediakan anggaran daerah dalam 
rangka implementasi dan pengemban-
gan SRG. Di mana anggaran tersebut 
nantinya dapat di alokasikan untuk ke-
giatan operasional gudang SRG serta 
penyiapan SDM- sumber daya manusia 
dan peralatan atau perlengkapan pen-

dukung operasional gudang.”
“Jadi Pemda juga harus kerja, jangan 

asal terima bantuan dari pusat. Pada 
dasarnya, jika pejabat daerah perduli 
dan mau mengambil simpati dari raky-
at, program SRG ini sangat tepat dijadi-
kan jargon para elit politik daerah sep-
erti bupati, walikota dan legislatif. Kalau 
itu bisa dilakukan, ini hal yang positif. 
Karena  pada akhirnya masyarakat 
yang akan diuntungkan,” jelas Syahrul. 

Karena apa, tambahnya, implemen-
tasi SRG ini bisa memberi manfaat baik 
bagi perekonomian nasional maupun 
daerah. Manfaat lain SRG adalah dapat 
meningkatkan produktivitas pertanian 
serta dapat mewujudkan ketahanan 
pangan nasional, melalui pengendalian 
stok pangan yang efisien dan menin-
gkatkan ekspor. Bagi perekonomian 
daerah, SRG dapat meningkatkan 
produktivitas sektor pertanian yang 
akan berdampak pada peningkatan 
pendapatan masyarakat, mendorong 
tumbuhnya investasi daerah dengan 
tumbuhnya pelaku usaha, industri per-
gudangan, jasa perbankan, jasa asur-
ansi, dan jasa pengujian mutu. 

“Oleh karena itu, diperlukan adanya 
sinergi kebijakan SRG baik dari pemer-
intah pusat, pemerintah daerah, serta 
para stakeholder SRG untuk dapat 
mewujudkan SRG sebagai instrumen 
pembiayaan perdagangan yang efektif. 
Serta, membangun SRG sebagai kekua-
tan ekonomi para petani dan UKM,” ujar 
Syahrul. 

Selain itu, tambahnya, perlu diper-
siapkan sebagai tenaga penyuluh la-
pangan SRG yang berada pada garda 
terdepan. Karena mereka inilah yang 
selalu berhubungan dengan petani dan 
dapat memberi informasi tentang SRG 

Untuk memacu dan mendorong peserta penyuluh lapangan yang me dukung operasional gudang.”

11 Gudang SRG Diserahkan Bappebti
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Resi Gudang 

melalui penyuluhan-penyuluhan, so-
sialisasi maupun edukasi secara ber-
kesinambungan di daerah sentra-sen-
tra produksi.

Survei Gudang

Sejatinya, instrumen pembiayaan 
pasca panen ini dilakukan pihak 

swasta atau pelaku komoditi. Tetapi 
karena instrumen ini merupakan pro-
gram baru pemerintah, maka pemerin-
tah melalui Bappebti yang memperke-
nalkan pada masyarakat. Di beberapa 
negara maju yang sudah menjalankan 
SRG, tidak lagi dilakukan secara berke-
lompok, melainkan sudah dilaksanakan 
secara perorangan. “Tentunya, untuk 
menuju ke sana perlu waktu dan pema-

Secara fisik gudang SRG yang ada di Kecamatan Lalan, su-
dah siap beroperasi. Bantuan pembangunan gudang ini 
kami terima dari dana APBN-P tahun 2010, lalu. 

Untuk meningkatkan kualitas gabah yang dihasilkan petani, 
tahun 2011 ini, pun, kami mengajukan kepada pemerintah pu-
sat bantuan pengadaan satu unit mesin pengering. Karena gab-
ah yang berkualitas baik akan lebih lama masa penyimpanan-
nya.  

Sedangkan yang kami upayakan dari daerah dalam pemban-
gunan gudang SRG tersebut adalah dana pembangunan pagar. 
Karena, lokasi keberadaan gudang SRG ini cukup luas, menca-
pai 3 hektar. 

Pembangunan pagar tersebut akan dilakukan tahun ini. Pem-
biayaannya berasal dari APBD-P 2011. Dana yang dialokasi-
kan dari APBD-P, itu, sebesar Rp 1,5 miliar. 

Selain itu, untuk meringankan petani dalam pengiriman gab-
ah dari sawah ke gudang, kami sudah sediakan satu unit becak 
motor. Dengan alat transportasi ini, akan meringankan petani 
karena bisa menjangkau medan yang berat.

Provinsi Bali sesungguhnya memiliki potensi dalam 
pengembangan SRG. Karena dari beberapa daerah kami,  
setiap tahun surplus komoditi pangan. Tetapi sampai 

saat ini belum ada gudang SRG di Bali. 
“Pernah ada wacana untuk pembangunan gudang SRG. Teta-

pi entah bagaimana wacana itu tidak bisa direalisasikan.”
Daerah yang potensial dibangun gudang SRG di Kabupat-

en Tabanan. Untuk tahun mendatang kami upayakan bisa 
mendapat bantuan dari pemerintah pusat, membangun gudang 
SRG. 

Tetapi, kalau pun tidak ada lagi bantuan pembangunan gudang 
SRG dari pemerintah pusat tahun mendatang, kami akan meng-
gunakan gudang swasta atau gudang lainnya yang memenuhi 
persyaratan SNI.  “Sehingga Provinsi Bali bisa mengimplemen-
tasikan pembiayaan pasca panen SRG.” 

Seperti dijelaskan Kepala Bappebti, pak Syahrul R. Sempur-
najaya, gudang swsata atau BUMN, pun, bisa digunakan untuk 
penyimpanan komoditi dalam skema SRG, yang terpenting se-
suai SNI.

haman yang tinggi masyarakat tentang 
manfaat SRG,” kata Syahrul. 

“Kami sangat meyakini Indonesia 
bisa melakukan hal itu, tetapi perlu wak-
tu dan kerja keras dari seluruh stake-
hoder. Jadi, pembangunan gudang yang 
dilakukan pemerintah ini sifatnya prime 
mover- perangsang,” tambah Syahrul.

Upaya lain yang dilakukan Bappebti 
untuk mendorong implementasi SRG 
yakni memanfaatkan gudang  yang di-
miliki baik pihak swasta maupun kop-
erasi. Untuk itu,  akan dilakukan survei 
gudang yang sesuai dengan Standar 
Nasional Indonesia- SNI di seluruh ta-
nah air.

“Kami- Bappebti, akan bekerjasama 
dengan PT Surveyor, untuk mendata 
gudang di seluruh  Indonesia yang 
sesuai dengan SNI. Dengan demikian, 

nantinya masyarakat didorong untuk 
dapat memanfaatkan gudang tersebut 
dalam penyimpanan komoditi,” jelas 
Syahrul.  

“Jika itu bisa dilaksanakan di masa 
mendatang, maka kita seketika akan 
dapat mengetahui jumlah stok komoditi 
yang ada. Dan berdasarkan data itulah 
kita bisa mengambil kebijakan komod-
iti pangan nasional, apakah harus di 
ekspor atau impor,” tegas Syahrul.

“Kalau sekarang misalnya kita impor 
beras, data yang ada belum akurat, han-
ya angka perkiraan. Tetapi kalau kita su-
dah memiliki data dari gudang-gudang 
itu, kita bisa ketahui jelas berapa kebu-
tuhan dan kekurangan. Maka bisa dipu-
tuskan kebijakan impor atau ekspor,” 
imbuh Syahrul. 

Secara fisik gudang SRG yang ada di Kecamatan Lalan, su

Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari. Kepala Disperindag Bali, Gede Darmaja 



Bappebti/mjl/123/X/2011/edisi Juni10

Berjangka

Sejak UU No.18 tahun 2004, 
tentang perkebunan, diberlaku-
kan, belum pernah ada koordi-

nasi dengan pelaku pasar perdagangan 
berjangka komoditi. Pada hal, komoditi 
hasil perkebunan merupakan subjek 
kontrak berjangka yang dapat diperda-
gangkan bursa berjangka. Indonesia 
yang menghasilkan beragam komoditi 
unggulan, belum bisa menciptakan pa-
sar berjangka komoditi di dalam negeri.  
Sehingga harga komoditi yang diperda-
gangkan di dalam negeri mengacu ke 
bursa berjangka luar negeri.
Demikian antara lain diutarakan Ketua 
Forum Komunikasi Dewan Komoditi 
(FKDK), Aziz Pane, dalam  pembukaan 
sosialisasi perdagangan berjangka ko-
moditi yang diselenggarakan Bursa ko-
moditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), 
bekerjasama dengan Forum Komuni-
kasi Dewan Komoditi, Ditjen Perkebu-
nan, Kementerian Pertanian dan Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Ko-
moditi (Bappebti), Kementerian Perda-
gangan, 7 Juni 2011, di Gedung Ditjen 
Perkebunan, Jakarta. 
Hadir dalam sosialisasi tersebut dianta-
ranya, Kepala Biro Analisis pasar, Bap-
pebti, Ismadjaja Toengkagie,  Komisa-
ris BKDI, Fenny Widjaja, Dirut BKDI, 
Megain Widjaja, Direktur PT Identrus 
Security International, Nursalam, serta 
sejumlah pengurus Dewan Komoditi 
dan pejabat Kementerian Pertanian. 
“Sebagai negara produsen komoditi, In-
donesia semestinya dapat memainkan 
peran penting dalam menentukan har-
ga komiditi. Tetapi karena tidak adanya 
pasar komoditi di dalam negeri, mem-
buat harga komoditi mengacu ke bursa 
luar negeri,” jelas Azis Pane. 
Dengan kehadiran BKDI, tambah Azis, 
diharapkan dapat memainkan peran-

nya dalam penentuan harga komoditi. 
Sehingga komoditi Indonesia dapat 
menjadi tuan rumah di negerinya 
sendiri.
“Ini kali pertama Dewan Komoditi ber-
tatap muka dengan bursa berjangka 
dan badan pengawas bursa berjangka- 
Bappebti. Pada hal, UU No. 18, tentang 
Perkebunan, sudah ada sejak tahun 
2004. Jadi kami sangat mengapresiasi 
inisiatif BKDI untuk melakukan sosial-
isasi perdagangan berjangka komoditi,” 
kata Azis. 
Menurut Azis Pane, cukup banyak ko-
moditi Indonesia yang bisa dijadikan 
subjek kontrak berjangka. “Jadi kami pun 
sangat mendukung program pengem-
bangan pasar berjangka di dalam neg-
eri. Nantinya, setelah sosialisasi ini 
masing-masing Dewan Komoditi akan 
kami minta untuk melanjutkan program 
yang lebih nyata. Sehingga terbentuk 
pasar komoditi di dalam negeri.”

Pajak Ganda
Di pihak lain, Ismadjaja Toengkagie, 

mengatakan,  sosialisasi dengan 
berbagai instansi terkait sudah sering 
diselenggarakan Bappebti bersama 
bursa. Namun disadari tidak semudah 
membalikan tangan untuk mengenal-
kan instrumen perdagangan berjangka 
bagi masyarakat Indonesia. 
“Bappebti senantiasa melakukan sosia-
lisasi dengan berbagai pelaku komoditi, 
baik dalam hal pengembangan perda-
gangan berjangka maupun instrumen 
pasca panen sistem resi gudang.  Dua 
instrumen tersebut saling berkaitan 
dalam menciptakan pasar di dalam neg-
eri, dan mendorong petani menghasil-
kan komoditi yang memiliki daya saing,” 
papar Ismadjaja.

Lebih jauh dikatakan, Bappebti telah 
melakukan  kajian komoditi yang layak 
diperdagangkan bursa berjangka. Dian-
taranya, kajian komoditi kopi, kakao dan 
batubara. 
Di samping itu, bursa berjangka pun 
wajib melakukan kajian sebelum ko-
moditi tersebut dijadikan subjek kontrak 
berjangka. Diantaranya komoditi yang 
sudah diperdagangkan bursa berjang-
ka yakni crude palm oil- CPO, minyak 
goreng dan emas.  
Namun diakui Ismadjaja, kontrak ber-
jangka komoditi yang diperdagang-
kan bursa belum likuid. Karena belum 
sepenuhnya mendapat dukungan dari 
pelaku komoditi. Hal ini pun disebabkan 
masih adanya berbagai kendala, seperti 
aspek perpajakan yang dapat mem-
beratkan pelaku komoditi . 
“Oleh karena itu, Bappebti senantiasa 
menyarankan agar pelaku komoditi bisa 
bertransaksi melalui bursa berjangka. 
Jika nanti ada hambatan yang mem-
beratkan seperti pajak ganda, Bappebti 
akan siap melakukan negosiasi dengan 
Kementerian Keuangan untuk keringan 
an pajak. Tetapi bila tidak ada usulan 
dari pelaku pasar, maka hal itu akan su-
lit dilakukan,” tandas Ismadjaja. 
Sementara itu, Megain Widjaja, me-
ngatakan, kami sangat bangga bisa 
melakukan sosiliasisi perdagangan ber-
jangka dengan Forum Komunikasi De-
wan Komoditi.  
“Karena inilah salah satu pintu masuk 
kepada pelaku komoditi untuk mem-
perkenalkan perdagangan berjangka. 
Nantinya pun kami akan  melanjutkan 
program sosialisasi ini dengan ma-
sing-masing Dewan Komoditi,” imbuh 
Megain Widjaja.

BKDI ‘Jemput Bola’ Ke Dewan Komoditi
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Berjangka

Boleh jadi Indonesia sebagai ne-
gara pertama di dunia yang 
memperdagangkan kontrak 

berjangka komoditi singkong, jika bursa 
berjangka berniat mengkaji komoditi 
singkong sebagai subjek kontrak ber-
jangka. Setidaknya ada delapan varian 
dari komoditi singkong yang saat ini di-
perdagangkan di pasar internasional. 
Dan ceruk pasarnya pun cukup besar,  
sedangkan negara produsen pesaing 
hanya ada Nigeria, Thailand dan Brasil. 
Indonesia saat ini menempati urutan ke-
tiga sebagai negara produsen komoditi 
singkong di bawah Nigeria dan Thailand. 

Demikian antara lain diutarakan Ketua 
Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), 
Suharyo Husen, disela-sela sosialisasi 
perdagangan berjangka komoditi yang 
diselenggarakan Bursa komoditi dan 
Derivatif Indonesia (BKDI), bekerjasama 
dengan Forum Komunikasi Dewan Ko-
moditi, Ditjen Perkebunan, Kementerian 
Pertanian dan Badan Pengawas Perda-
gangan Berjangka Komoditi (Bappebti), 
Kementerian Perdagangan, 7 Juni 2011, 
di Gedung Ditjen Perkebunan, Jakarta. 

“Sangat memungkinkan Indonesia 
memperdagangkan kontrak berjangka 
singkong. Karena itu kita minta bursa 
berjangka untuk lakukan studi. Kalau itu 
bisa dilakukan, Indonesia sebagai negara 
pertama yang memperdagangkan kon-
trak berjangka singkong,” jelas Suharyo 
Husen. 

Menurut Suharyo, jika bursa mem-
perdagangkan kontrak berjangka sing-
kong, petani akan terpacu memproduksi 
produk-produk berbasis singkong yang 
sesuai standar internasional.  Dengan 
demikian petani pun bisa meningkatkan 
kesejahteraannya. 

“Saya cukup optimis jika bursa mem-
perdagangkan kontrak singkong. Setida-
knya ada delapan produk singkong yang 
laku dipasaran, diantaranya tapioka, 
chips, gaplek, mokaf, tepung singkong 
yang disebut dengan casava powder dan 

ada juga tepung gaplek. Dan produk masa de-
pan yang paling ramah lingkungan, bahan ba-
kar bio-etanol. Jadi semua itu layak diperdan-
gangkan bursa berjangka,” ungkap Suharyo. 

SRG
Lebih jauh dikatakan Suharyo Husen, MSI 

menargetkan tahun 2015 nanti Indonesia 
tidak lagi memperdagangkan singkong dalam 
bentuk segar. Tetapi sudah dalam 
bentuk olahan, sehingga petani bisa 
menikmati nilai tambahnya yang jauh 
lebih tinggi. “Oleh karena itu informasi 
harga dari bursa berjangka sangat 
perlu. Kalau menjual dalam bentuk 
mentah, tempo tiga hari saja sudah 
membusuk.”

“Kami juga nantinya mengarahkan 
chips, tapioka, dan lain-lainnya itu 
bisa dimasukan dalam skema SRG- 
sistem resi gudang. Sehingga petani 
bisa memperoleh pembiayaan pasca 
panen dari bank,” tandas Suharyo. 

Untuk mencapai target MSI di ta-
hun 2015 itu, menurut Suharyo Hu-
sen, MSI sudah melakukan berbagai 
strategi, diantaranya MoU dengan 
berbagai lembaga dan 

memperkuat hubungan antara pro-
dusen. Di sisi lain, MSI mendorong 
petani membudidayakan varietas 
singkong  unggulan yakni varietas 
Darul Hidayah dan Manggu. Produk-
tivitas kedua varietas itu mencapai 100 ton 
per hektar. Dan yang tak kalah penting,  meng-
giring petani berkelompok hingga mendirikan 
koperasi serta memiliki fasilitas pengolahan. 

Potensi pasar produk singkong Indonesia 
ada di tiga negara Asia, yakni Cina, Taiwan, 
dan Korea Selatan. 

“Target kami bisa memenuhi kebutuhan 
Cina. Sebab, dari satu pabrik saja di sana se-
tiap tahun membutuhkan 4 juta ton chip sing-
kong, dengan tingkat kekeringan 12-13 per-
sen. Atau, sekitar 33 ribu ton perbulan. Begitu 
juga Korea Selatan dan Taiwan, pertahunnya 

membutuhkan sekitar 1 juta ton per-
tahun produk singkong,” ujar Suharyo 
Husen. 

Sementara itu, Dirut BKDI, Megain 
Widjaja, menanggapi usulan Suharyo 
Husen, mengatakan, kami menyam-
but baik saran tersebut dan akan kami 
pertimbangkan. 

Namun menurut dia, kajian terha-
dap sebuah komoditi yang dapat dijadi-
kan sebagai subjek kontrak berjangka 

tidak ‘lah semudah yang dibayangkan. 
Kajian itu harus terperinci baik dari as-
pek pasar, produksi maupun dari sisi 
pelakunya.  

“Tapi inilah manfaat kita mendekat-
kan diri dengan para pelaku komoditi, 
sehingga bisa diperoleh berbagai ma-
sukan dan saran. Dan itulah tujuan 
kami sejak berdiri, untuk mewujudkan 
Indonesia sebagai negara produsen 
dan sekaligus menjadi pasar komoditi 
dunia,” imbuh Megain Widjaja.  

Bursa Harus Pikirkan Kontrak Singkong
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Interview

Pengantar Redaksi. Di sela-
sela presentasi komoditi 
batubara sebagai subjek 

kontrak berjangka, yang diselengga-
rakan Bappebti, 25 Mei 2011, lalu, 
Buletin Kontrak Berjangka ber-
kesempatan mewawancarai salah 
satu pelaku industri batubara dalam 
negeri, yakni Presiden Direktur PT 
Bhakti Energi Persada, Jeffrey Mu-
lyono. Menurut Jeffrey, peluang be-
sar bagi Indonesia untuk memperda-
gangkan kontrak berjangka batubara 
di bursa berjangka. Di samping kebu-
tuhan industri yang semakin tinggi 
terhadap konsumsi batubara,  me-
lalui bursa berjangka industri bisa 
melakukan perencanaan bisnis. 
Berikut ini petikannya.

Tanya (T). Menurut Anda, sejauh 
mana potensi bursa berjangka In-
donesia dalam memperdagangkan 
kontrak batubara? 

Jawab (J). Bisnis batubara ini cuk-
up besar, sehingga dengan adanya 
bursa berjangka memperdagang-
kan kontrak berjangka batubara ti-
dak akan mengurangi opportunity 
dan risk taking para pengusaha. Di 
samping itu, konsumen batubara 
seperti PLN ( P e r u s a h a a n 
L i s t r i k  N e g a r a )  dan i ndus-
tri lainnya, dapat menentukan 
harga dalam jangka dua tahun 
ke depan. Sehingga, para pelaku  
bisa menentukan basis kepastian-
kepastian harga dan suplai dalam 
suatu perencanaan bisnis. 

(T). Jika kelak bursa berjangka Indonesia 
memperdagangkan kontrak berjangka 
batubara, apakah spesifikasinya low 
rank coal atau high rank coal?

(J). Di Indonesia saat ini konsumen ba-
tubara terbesar adalah PLN. Beberapa 
pembangkit listrik PLN ada juga yang 
menggunakan high rank coal, seperti 
PLTA Suralaya menggunakan batubara 
di atas 5.000 kkal, tetapi ada juga yang 
di bawah 5.000 kkal. Tetapi perlu diper-
hatikan juga, saat ini ada tren pembang-
kit listrik di dunia menggunakan low 
rank coal. Karena untuk menggunakan 
yang high rank coal suplainya sudah 
sangat terbatas dipasaran dan jelas 
harganya sangat mahal. Sehingga sa-
ran saya, bursa memperdagangkan ba-
tubara yang low rank coal. Tetapi, bursa 
juga harus memperhatikan kebutuhan 
pasar yang high rank coal. 

(T). Kalau Indonesia selama ini berorientasi 
ekspor, apakah tidak lebih baik bursa mem-
perdagangkan high rank coal? 

(J). Nanti dulu, yang penting sekarang In-
donesia punya dulu tools- bursa berjangka 
yang  memperdagangkan kontrak ba-
tubara. Bisa saja bursa berempati kepada 
kebutuhan industri lokal, tetapi jangan di-
batasi. Perlu diketahui, saat ini kebutuhan 
batubara sangat tinggi, tetapi suatu saat 
akan menemukan titik keseimbangan dan 
menuju penurunan karena suplai yang cu-
kup dan adanya penemuan tambang baru. 
Kalau itu terjadi, maka akan over suplai dan 
harga turun. 

(T). Menurut Anda di mana posisi Indonesia 
dalam kancah pasar batubara dunia? 

(J).  Sekarang ini negara produsen terbesar 
batubara adalah Cina, produksi-nya men-
capai  3,5 miliar ton pertahun. Tetapi kon-
sumsi batubara Cina mencapai 3,6 miliar 
ton pertahun, jadi mereka ada kekurangan 
dan impor sekitar 100 juta ton. Sedangkan 
Indonesia, tahun lalu (2010) memproduksi 
sebesar 330  juta ton, tetapi yang dikon-
sumsi di dalam negeri hanya sekitar 70 
juta ton. Jadi, sisanya sekitar 260 juta ton 
di ekspor ke luar negeri. Inilah yang disebut 
beberapa kalangan, Indonesia hanya ber-
orientasi ekspor batubara. Pada hal, para 
pelaku batubara itu hanya mencari volume 
operation yang menguntungkan, kalau den-
gan volume pertambangan yang kecil pasti 
rugi ‘lah mereka. Jadi, kalau demand atau 
konsumsi lokal sedikit berarti mereka laku-
kan ekspor.

Lewat Bursa Bisa Lakukan Perencanaan Bisnis
Jeffrey Mulyono, Presiden Direktur PT Bhakti Energi Persada
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Interview

Dalam sebuah kesempatan sos-
iliasasi Sistem Resi Gudang (SRG) 
yang diselenggarakan Bappebti 

bagi kelompok tani di Sumedang, Jabar, 
25 Juni 2011, lalu, Buletin Kontrak Ber-
jangka, berkesempatan mewawancarai 
Yusyus Kuswandana, yang dalam ke-
sempatan itu menjadi salah satu narasum-
ber. Menurut politikus Partai Demokrat di 
Komisi VI DPR RI, ini, SRG bisa dijadikan 
terobosan untuk memberdayakan dan me-
ningkatkan kesejahteraan petani. Seleng-
kapnya berikut ini petikannya;

Tanya (T). Bagaimana pandangan Anda 
setelah Komisi VI DPR RI melakukan kajian 
SRG di Bulgaria?

Jawab (J). Sistem Resi Gudang (SRG) sudah 
diselenggarakan di beberapa negara, instru-
men pembiayaan pasca panen ini semakin 
populer sejak tahun 2000-an.  Meski saya 
tidak ikut dalam kunjungan ke Bulgaria, 
itu, tetapi kami berkesimpulan kami dengan 
kawan-kawan di Komisi VI DPR RI, bahwa 
ada yang baik untuk diimplementasikan di 
Indonesia, tetapi ada juga yang tidak bisa 
kita adopsi. Karena, kultur kita juga san-
gat berbeda dengan mereka. Tetapi hal-hal 

yang positif untuk pengembangan SRG 
harus kita jalankan di Indonesia.

(T). Misalnya apa yang tidak mungkin 
bisa di lakukan di Indonesia?

(J). Setelah kami pelajari SRG ini dibe-
berapa negara luar, pelaku SRG sudah 
mengarah pada pelaku orang per orang, 
tetapi untuk di Indonesia hal itu belum 
memungkinkan. Oleh karena itu, harus 
diarahkan kepada kelompok tani atau 
gabungan kelompok tani. 

(T). Apa harapan Anda terhadap instru-
men pembiayaan pasca panen ini?

 (J). Di masa mendatang, SRG harus di-
jadikan sebuah terobosan alternatif di 
mana negara atau pemerintah member-
dayakan adanya fungsi dari para petani. 
Baik dari perkembangan sektor pertani-
an  maupun dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan dan penghasilan para pe-
tani. Karena pada dasarnya esensi dari 
SRG ini adalah memperpendek mata 
rantai distribusi perdagangan dari petani 
hingga ke pasar. Oleh karena itu, hara-
pan saya implementasi SRG ini yang su-
dah dipayungi undang-undang dapat ber-
jalan sebagaimana mestinya dan dapat 
dimanfaatkan betul oleh para petani. 

(T). Bagaimana pengamatan Anda ter-
hadap program SRG yang sudah dilak-
sanakan Bappebti?

(J). Dalam pengamatan saya, Bappebti 
sudah melakukan tugasnya dalam me-
masyarakatkan Undang-undang SRG 
ini. Tetapi memang belum cukup dan ti-
dak mudah untuk dapat mengubah pola 
pikir para petani. Oleh karena itu pro-
gram edukasi dan sosialisasi harus terus 
dilakukan dan berkesinambungan. Kami 
pun dari legislatif dengan senang hati 
bisa melakukan sosialisasi Undang-un-

dang SRG, hanya saja waktu yang tidak 
memungkinkan. Tetapi sesuai dengan 
tugas dan tanggungjawab kami sebagai 
legislatif, kami pun akan mengawal ber-
jalannya undang-undang ini sesuai se-
perti yang diharapkan.

(T). Pemerintah Pusat tentunya harus 
mendapat dukungan daerah, apa saran 
Anda? 

(J).Kami juga menghimbau para pejabat 
pemerintah daerah di seluruh Indonesia 
untuk bisa mendukung program SRG ini. 
Karena itu, berbagai peraturan daerah 
harus diselaraskan dengan Undang-un-
dang SRG, sehingga tidak saling meng-
hambat. Melainkan mendapat dukungan 
dari pemerintah daerah.  Demikian pula 
dari kalangan elite politik lokal, harus 
bisa memberi dukungan dan menjamin 
terlaksana-nya program ini dengan baik.

(T). Anda salah satu putra daerah, apa 
pendapat Anda terhadap gudang SRG 
Sumedang ini?

(J). Dibangunnya gudang SRG oleh 
pemerintah dalam hal ini Bappebti, di 
wilayah Sumedang, memiliki keunikan. 
Karena di titik dibangunnya gudang 
SRG ini, bisa menampung hasil produksi 
petani baik dari wilayah Subang, mau-
pun dari Majalengka. Karena potensi 
hasil pertanian dari tiga wilayah ini cu-
kup besar.  Jadi harapan saya gudang 
ini bisa meningkatkan sektor pertanian 
Sumedang, dengan petani yang meng-
hasilkan produk berkualitas. Karena ko-
moditi yang bisa masuk gudang adalah 
komoditi yang memenuhi standar nasi-
onal.

Yusyus Kuswandana, Anggota Komisi VI DPR RI

SRG Terobosan Memberdayakan Petani
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Aktualita

PT Buana Arta Futures (BAF) 
dan PT Discovery Futures 
(DF), perusahaan pialang 

anggota Jakarta Futures Exchange 
(JFX) izin usahanya dibekukan Bap-
pebti. Pembekuan izin usaha pial-
ang itu ditetapkan melalui Surat 
Keputusan Kepala Bappebti. Un-
tuk PT. Buana Artha Futures, ber-
dasarkan Surat Keputusan Kepala 
Bappebti No. 1328/BAPPEBTI/
SA/06/2011, tertanggal 9 Juni 
2011.  

Sedangkan untuk PT. Dis-
covery Futures, berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Bappebti No. 
1335/BAPPEBTI/SA/06/2011, 
tertanggal 14 Juni 2011.

Pembekuan izin usaha bagi 

BAF dilakukan Bappebti berdasar-
kan surat Direktur Utama PT. 
Buana Artha Futures, yang men-
gajukan permohonan Non-Aktif Op-
erasional untuk sementara. Hal itu 
dikarenakan BAF mengalami kesu-
litan untuk memenuhi persyaratan 
permodalan sesuai ketentuan yang 
berlaku di bidang Perdagangan 
Berjangka Komoditi.

Sementara itu, pembekuan 
izin usaha DF dilakukan karena ber-
dasarkan hasil audit Tim Bappebti, 
terdapat penyalahgunaan dana 
nasabah pada rekening terpisah. 
Sehingga menyebabkan integri-
tas keuangan dan reputasi bisnis 
yang dipersyaratkan tidak dapat 

dipertahankan. Selain itu, DF tidak 
memenuhi persyaratan perizinan 
sesuai ketentuan yang berlaku di 
bidang Perdagangan Berjangka 
Komoditi.

Dengan pembekuan izin 
usaha tersebut, izin Wakil Pia-
lang Berjangka yang terdapat di 
masing-masing perusahaan juga 
ikut dibekukan. Dan, berdasarkan 
peraturan kedua perusahaan pia-
lang berjangka ini masih memiliki 
peluang untuk beroperasi kem-
bali. Namun, harus mengajukan 
kembali pengaktifan izin usaha 
pialang berjangka dan memenuhi 
persyaratan dan ketentuan yang 
berlaku. 

PT. Discovery Futures (DF) 
sejak dibekukan izin usah-
anya per tanggal 14 Juni 

2011 oleh Bappebti, penyelesaian 
terhadap nasabah ditangani oleh 
Satuan Tugas Penanganan Pe-
nye-lesaian Pengaduan Nasabah 
(Satgas). Satgas mulai bekerja me-
layani mantan nasabah  sejak 
Jakarta Futures Exchange (JFX) 
membekukan Surat Persetujuan 
Anggota Bursa (SPAB) pialang 
bersangkutan per tanggal 17 Juni 
2011. 

Tim Satgas yang dibentuk 
untuk penyelesaian sengketa an-

tara nasabah dan pialang berma-
salah beranggotakan dari masing-
masing instansi Jakarta Futures 
Exchange (JFX), Pt Kliring Berjang-
ka Indonesia (persero), Asosiasi Pi-
alang Berjangka Indonesia (APBI), 
Ikatan Perusahaan Pedagang Ber-
jangka Indonesia (IP2BI), dan Bap-
pebti. 

Dalam pengumuman Satgas 
yang dimuat di salah satu koran 
harian nasional, disebutkan Satgas 
akan melayani mantan nasabah 
DF sejak tanggal 23 Juni 2011 
dan berakhir pada tanggal 05 

Juli 2011. Pelaporan nasabah  se-
bagaimana ditulis dalam pengumu-
man tersebut, dibuka pada hari ker-
ja dari pukul 09:00 hingga 15:00 
WIB. Dan bagi nasabah DF yang 
ingin melapor dapat mendatangi 
Sekretariat Satgas, dan kantor JFX.

Dengan membawa bukti se-
bagai mantan nasabah DF, Satgas 
akan memetakan dan memverifi-
kasi klaim nasabah Discovery yang 
bertransaksi melalui kantor pusat 
DF baik di Jakarta maupun kan-
tor cabang resmi di Bandung dan 
Makasar.

Bappebti/mjl/123/X/2011/edisi Juni16

Izin BAF & DF Dibekukan

Satgas Layani Klaim Nasabah Discovery 



Aktualita

Bappebti diawal tahun 2011 
telah membekukan izin 
usaha PT Danareksa Fu-

tures sebagai pialang berjangka 
anggota Jakarta Futures Exchange 
(JFX). Pembekuan izin usaha ter-
tuang dalam Surat Keputusan Ke-
pala Bappebti No. 1206/Bappebti/
SA/01/2011. 

Saat izin usaha pialang ini 
bekukan, Danareksa diberi kesem-
patan selama 90 hari untuk mem-
benahi internal. Namun, hingga 
waktu yang ditentukan Danareksa 

tetap tidak memenuhi persyaratan 
yang berlaku. Sehingga, pada tang-
gal 23 Juni 2011, berdasarkan Su-
rat Keputusan Kepala Bappebti No. 
1353/BAPPEBTI/SA/06/2011, 
izin usaha PT Danareksa Futures, 
resmi  dicabut.

Selain itu, dari investigasi 
yang dilakukan Tim Bappebti, diket-
ahui  PT. Danareksa Futures sudah 
tidak aktif dan tidak lagi melakukan 
kegiatan sesuai dengan fungsinya 
sebagai pialang Berjangka. Oleh 
karena itu, Bappebti mencabut 

izin usaha perusahaan pialang ini. 
Keputusan itu dilandasi Pasal 85 
ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 
9/1999, tentang Penyelenggaraan 
Perdagangan Berjangka Komoditi, 
dinyatakan, izin usaha Pialang Ber-
jangka berlaku selama Pihak terse-
but masih aktif melakukan kegiatan 
usahanya.

Panja DPR amandemen UU 
No.9/2006 tentang Sistem 
Resi Gudang (SRG) ma-

sih menunggu sikap Kementerian 
Keuangan terkait usulan penyerta-
an dana modal awal lembaga dana 
penjaminan sistem resi gudang 
(LDP-SRG) sebesar Rp 1,5 triliun. 

Ketua Komisi VI DPR, Er-
langga Hartarto, mengatakan, pi-
haknya akan sesegera mungkin 
bertemu dengan Kementerian 
Keuangan untuk membicarakan 
hal tersebut dan memutuskan 
berapa besar penyertaan modal 
pemerintah. 

“Sampai dengan saat ini, 
jumlah usulan terhadap pemerin-
tah untuk penyertaan dana modal 

awal masih menjadi pembahasan 
Panitia Kerja DPR RI amandemen 
UU No.9/2006 tentang SRG,” kata 
Erlangga.

“Dalam waktu dekat kem-
bali akan dilakukan rapat untuk 
membahas modal awal lembaga 
tersebut. Mudah-mudahan cepat 
didapatkan kesimpulan, sehingga 
usulan kepada Kemenkeu segera 
direspon,” jelas Erlangga Hartarto. 

Sementara itu, Kepala Bap-
pebti, Syahrul R Sempurnajaya, 
mengatakan lembaga penjaminan 
diperlukan dalam SRG terutama 
ketika terjadi default atau kegaga-
lan pengelola gudang dalam pe-
nyelesaian transaksi resi gudang. 
“Lembaga ini juga dapat berperan 

sebagai penjaminan kepercayaan 
bagi perbankan untuk mengucur-
kan pembiayaan resi gudang.”

“Kami bersama Panja Komi-
si VI DPR, masih menyamakan 
persepsi pihak mana yang dapat 
menjadi lembaga penjaminan. Se-
mentara ini ada usulan dari perusa-
haan BUMN yang  dapat berperan 
sebagai lembaga jaminan SRG,” 
ujar Syahrul.

Adapun mengenai dana 
penyertaan modal awal, menurut 
Syahrul, Panja dan Bappebti masih 
mendalami usulan modal awal se-
nilai Rp1,5 triliun. “Angka itu masih 
menjadi pembahasan. Jadi belum 
final,” katanya.

Bappebti/mjl/123/X/2011/edisi Juni 17

Izin PT Danareksa Futures Dicabut 

Nasib LDP-SRG Tunggu Sikap Kemenkeu



info
har

ga.
bap

peb
ti.g

o.id

Analisa

Permintaan emas batangan 
di dalam negeri pada tahun 
2011 ini diperkirakan tum-

buh lebih dari 50 % dibandingkan 
tahun lalu. Hal itu seiring beralih-
nya pola investasi masyarakat ke 
jenis investasi aman. Di sisi lain, 
permintaan emas perhiasan pun 
ikut mengalami kenaikan. 

Ketua Umum Asosiasi Pen-
gusaha Perhiasan Emas Indone-
sia (APPEI), Leo Hadi Loe, men-
gatakan, permintaan emas baik 
berupa batangan untuk keperluan 
investasi maupun emas perhiasan 
meningkat pesat pada tahun ini. 
“Diperkirakan konsumsi emas 
batangan di dalam negeri untuk se-
mester pertama tahun ini tumbuh 
50 % dibandingkan periode yang 
sama tahun lalu. Sedangkan per-
mintaan  emas perhiasan diproyek-
sikan naik 20 % pada semester 
pertama 2011.” 

“Tren ini dapat berlanjut ter-

Harga beras di pasar inter-
nasional diperkirakan akan 
mengalami penurunan 

setelah terjadinya peningkatan pa-
sokan di negara-negara produsen. 
Meningkatnya pasokan tersebut 
melebihi permintaan dan pada akh-
irnya meningkatkan stok. 

Demikian antara lain proyek-
si Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO) sebagaimana diung-
kapkan pada Food Outlook 2011. 
Dalam laporan FAO itu, disebutkan 
pasokan pasar global akan naik 
sekitar 1,8 % menjadi 463.8 juta 
metrik ton pada 2010-2011. Se-
mentara permintaan beras di pasar 
global sekitar 459.6 juta ton.

“Pasokan beras dunia tam-
pak berlimpah dan lebih dari cu-
kup untuk memenuhi permintaan 
dunia,” jelas Concepcion Calpe, 
ekonom senior di Organisasi Pan-
gan dan Pertanian (FAO) kepada 

us hingga akhir semester berikut-
nya,” ujar Leo, baru-baru ini.

Sementara itu, Vice Presi-
dent Unit Bisnis Pengolahan dan 
Pemurnian Logam Mulia PT Ane-
ka Tambang Tbk, Herman, men-
gatakan, angka penjualan selama 
tahun 2011 berjalan telah hampir 
menyamai penjualan sepanjang ta-
hun lalu. Dan, diperkirakan penjua-
lan emas batangan dapat melonjak 
lebih dari 50 %.

“Sepanjang Januari – Mei 
2011, Antam telah menjual lebih 
dari 17.000 kg emas batangan. 
Jumlah tersebut hampir menya-
mai total penjualan emas batangan 
sepanjang 2010 yang mencapai 
18.000 kg,” jelas Herman. 

Mengacu kondisi tersebut, 
Herman memperkirakan penjua-
lan emas batangan sampai dengan 
akhir tahun ini dapat naik setida-
knya sampai dengan 25.000 kg.

“Emas ini tidak seperti ba-

Bloomberg, baru-baru ini. 
Menurut Calpe, beras meru-

pakan makanan pokok separuh 
penduduk dunia, juga sumber 
makanan utama bagi kelompok 
miskin yang menghabiskan sepa-
ruh pendapatan untuk bahan pan-
gan. 

“Harga yang lebih rendah 
akan membantu mengurangi har-
ga pangan global yang melonjak 
ke rekor pada Februari 2011 lalu, 
dan membuat bank sentral berada 
di bawah tekanan menaikkan suku 
bunga untuk mengatasi percepa-
tan inflasi.

Sementara itu, harga beras 
di bursa berjangka Chicago telah 
naik 27 % selama tahun 2010 lalu, 
tertinggal oleh jagung yang telah 
melonjak 73 % dan gandum yang 
naik 48 %.  Di sisi lain menurut Ca-
ple, ancaman kenaikan harga beras 
justru datang dari produsen utama 

rang lainnya di mana ketika harga 
tinggi permintaan akan turun. Per-
mintaan emas justru meningkat 
pesat seiring kenaikan harga. Hal 
itu karena masyarakat menilai 
emas sebagai investasi yang aman 
sehingga beralih dari jenis investa-
si lainnya,” katanya.

lebih jauh diutarakan Her-
man, Antam fokus pada pembua-
tan emas batangan karena jenis 
produk tersebut tidak dikenai pa-
jak pertambahan nilai (PPn) yang 
dapat membebani konsumen. Se-
mentara itu emas dalam bentuk 
koin akan dikenai PPn yang biasan-
ya dibebankan kepada konsumen.
Adapun jenis emas perhiasan ber-
potensi mengalami depresiasi nilai 
seiring pergeseran mode desain 
yang dapat menyebabkan harga 
sedikit turun. 

“Pembeli emas batangan 
kami umumnya berasal dari toko 
emas dan individu,” ujarnya.

dunia yakni Thailand. Diperoleh in-
formasi, bahwa pemerintah negeri 
gajah putih ini akan membeli beras 
di pasar global seharga 15.500 
baht atau setara 490 dolar Ameri-
ka. Hal itu dilakukan untuk me-
ningkatkan biaya ekspor  dan 
meningkatkan permintaan ke 
sekitar US$750 per ton. 

“Di pasar global, setiap pe-
rubahan dalam kebijakan beras di 
negara produsen Thailand dan Viet-
nam, dapat mendorong harga lebih 
tinggi,” ujar Calpe.  Sebab Thailand 
dan Vietnam, tambah Calpe, meru-
pakan eksportir terbesar yang me-
wakili sekitar setengah dari perda-
gangan global beras. Dan, menurut 
proyeksi pemerintah kedua negara, 
diperkirakan memiliki panen ga-
bah akan lebih besar lagi di tahun 
2011, ini. 
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Komoditi

Kayu Putih, atau dalam bahasa 
Latin tanaman ini dikenal me-
laleuca leucadendra. Tanaman 

ini cukup banyak ditemukan di wilayah 
Asia Tenggara dan daratan Australia. 
Karena melaleuca leucadendra den-
gan mudah tumbuh di dataran rendah, 
tanaman ini kerap pula dianggap seb-
agai musuh petani. Namun, tanaman 
yang tergolong semak ini banyak me-
miliki manfaat bagi kesehatan tubuh. 
Mulai dari akar hingga daun, bisa digu-
nakan sebagai bahan pengobatan dan 
kosmetik. 

Di daratan Australia, minyak Kayu 
Putih juga dikenal sebagai minyak 
pohon teh- tea tree oil. Penduduk asli 
Australia, Aborigin dari Pantai Utara, 
New South Wales, menggunakan daun 
Kayu Putih untuk merawat luka teriris, 
terbakar, gigitan serangga dan infeksi 
kulit. 

Legenda lain dari Australia, ketika 
Kapten James Cook, penjelajah ulung 
berkebangsaan Inggris ini 

berhasil menginjakkan kakinya di 
Australia, memberi nama bagi Kayu 
Putih sebagai tea tree atau pohon teh. 
Hal itu diabadikan James Cook, karena 
daun Kayu Putih digunakan pasu-
kannya sebagai seduhan teh. Sebab, 
manfaat yang dirasakan para pasukan 
James Cook, dapat menyegarkan tubuh 
dan meningkatkan stamina. Karena itu 
juga, dalam beberapa kesempatan se-
lama di Australia, James Cook mengo-
plos daun Kayu Putih ke dalam cairan 
bir. Hal itu dilakukan agar menambah 
aroma bir dan menghangatkan tubuh.

Kisah yang ditinggalkan James Cook, 
tersebut, kemudian diwariskan pula 
dengan angkatan perang Australia. 
Tentara Australia yang ikut bertempur 
pada zaman Perang Dunia I, seluruh 
pasukan dibekali tea tree oil. Minyak 
Kayu putih itu semula diperuntukan se-
bagai disinfektan, antiseptik dan pen-
gusir rasa neyeri. 

Sejak angkatan perang Australia 

banyak menggunakan minyak Kayu 
Putih, maka pamor dan permintaan 
bahan baku Kayu Putih semakin tinggi. 
Dan, kalangan akademisi pun mulai 
melakukan berbagai penelitian man-
faat dan kegunaan Kayu Putih. 

Sementara itu, cerita para leluhur 
kita pun banyak yang menggunakan 
Kayu Putih untuk berbagai perawatan 
kulit dan penyakit. Dalam pengobatan 
tradisional nusantara, Kayu Putih anta-
ra lain digunakan untuk penyembuhan 
batuk, sakit perut, penyakit kulit, dan 
aromaterapi. 

Di Indonesia tanaman Kayu Putih  
pada umumnya berupa hutan alam dan 
hutan buatan. Hutan alam Kayu Putih 
pada umumnya terdapat di Kepulauan 
Maluku, Sumatera Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Timur 
dan Papua.  

Sedangkan hutan buatan tanaman 
Kayu Putih terdapat di Jawa Timur (Ka-
bupaten Ponorogo, Kediri, dan Madiun), 
Jawa Tengah (Kabupaten Sala, Gundih, 
Grobogan, dan Purwodadi), Daerah 
Istimewa Yogyakarta, dan beberapa 
wilayah di Jawa Barat.

Pohon kayu putih mampu tumbuh 
sampai ketinggian 45 kaki. Pohon 
tanaman ini sangat kuat dan mem-
punyai ketahanan yang bagus, serta 
dapat mematikan tanaman lainnya dan 
tidak dapat dimusnahkan dengan cara 
menebang atau membakar. 

Di Pulau Buru dan Seram, daun 
Kayu Putih dalam jumlah besar dapat 
diperoleh dari semak dan pohon kayu 
putih yang tumbuh liar, sehingga po-
hon-pohon tidak perlu dibudidayakan. 
Hutan-hutan kayu putih sering men-
galami kebakaran, namun dapat segera 
tumbuh kembali.

Tanaman Kayu Putih yang umurnya 
telah mencapai 4-5 tahun umumnya 
sudah dapat dipungut daunnya untuk 
disuling. Setiap jarak waktu 6-12 bu-
lan (beberapa tempat diijinkan 6 bulan) 
Kayu Putih sudah dapat dipungut daun-

nya lagi. Potensi produksi daun Kayu 
Putih rata-rata per-hektar di perkirakan 
1,5–2,4 ton atau rata-rata 2,0 ton.

Minyak atsiri dari hasil penyulingan 
daun Kayu Putih dikenal dengan nama 
minyak Kayu Putih. Selain daun segar, 
rantingnya pun bisa disuling. Beberapa 
jenis Melaleuca yang mampu meng-
hasilkan minyak kayu putih antara lain 
Melaleuca leucadendron Linn, Melaleu-
ca cajeputi Roxb dan Melaleuca  viridi-
flora. Kandungan utama minyak kayu 
putih adalah cineol. Kualitas minyak 
Kayu Putih ditentukan oleh kadar cin-
eol, makin besar kadar cineol-nya kuali-
tasnya pun makin tinggi.

Saat ini, permintaan pasar domes-
tik  minyak Kayu Putih dipenuhi dari 
Perum Perhutani, Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Propinsi DIY, indus-
tri rakyat di Kepulauan Maluku, dan 
beberapa daerah lainnya. Setiap  ta-
hunnya terdapat kekurangan minyak 
Kayu Putih, sekitar 1.000 ton. Selama 
ini kekurangan tersebut dicukupi den-
gan mengimpor minyak eucaliptus dari 
Cina. Hal ini mengindikasikan bahwa 
peluang untuk pengembangan industri 
minyak Kayu Putih di dalam negeri ma-
sih terbuka lebar.

Tahun  2001 - 2003, produksi min-
yak Kayu Putih di Indonesia menurun 
85,1 % dari sebelumnya. Namun se-
jak tahun 2005, produksinya kembali 
mengalami peningkatan sekitar 760 
%. Meski mengalami peningkatan 
produksi, Indonesia saat ini tergolong 
salah satu negara pengimpor minyak 
Kayu Putih terbesar di dunia. Untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri, 
industri mengimpor dari Cina dan Viet-
nam. 

Sebagai komoditi ekspor, minyak 
Kayu Putih pantas mendapat perhatian 
dan dikembangkan di nusantara. Se-
hingga budaya leluhur menggunakan 
Kayu Putih sebagai pengobatan alter-
natif tetap terpelihara. 
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Komoditi

Departemen Kesehatan Australia pada tahun 1949 secara resmi memperkenalkan dan menerbitkan artikel yang 

mengkaji kualitas Kayu Putih atau tea tree oil. Dalam kajian itu, diutarakan minyak Kayu Putih bisa memperkuat 

sistem kekebalan tubuh. Minyak ini juga menyembuhkan, anti-radang, deodoran, expectorant (pereda dahak) dan bal-

sam. Serta, dapat digunakan sebagai anestesi lokal yang ringan.

Beberapa penyakit kulit dan penyakit bagian dalam yang dapat disembuhkan dengan menggunakan minyak Kayu Putih, seb-

agai berikut;

1. Kulit Berjerawat dan berminyak: Untuk menangani jerawat 
secara langsung, minyak harus dicairkan antara 5 dan 15%, 
jika tidak, dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa 
tetes minyak  pada air yang digunakan untuk membasuh.
2. Vaginitis, direkomendasikan menggunakan 30 tetes dalam 
satu liter air, penggunaannya dengan cara membasuh vagina.
3. Luka  infeksi atau kutu air, dengan mengkompres yang di-
beri 3 - 8 tetes minyak Kayu Putih, dicampur dengan setengah 
liter air. 
4. Untuk herpes, sengatan serangga, dan jamur pada kaki, 
dapat digunakan tanpa dicairkan. Dalam hal ini, seharusnya 
dipakai sekedarnya pada area kecil, sedikitnya dua kali sehari 
pada area kulit atau kuku yang terinfeksi.
5. Sariawan yang parah atau bisul, kumur dengan satu gelas 
air hangat yang mendidih dan dibubuhkan antara 5 - 10 tetes 
oil. 
6. Kelainan saluran pernafasan dapat dibubuhkan antara 5 - 
15 tetes dalam mangkuk air panas dan dihirup uap panasnya 
antara 5 - 10 menit. 
7. Untuk mengurangi bronkitis, seperti halnya sakit asma dan 
flu, dapat dilakukan dengan berendam di bath tub (bubuhkan 
hingga 7 tetes pada air hangat-hangat kuku tanpa menggu-
nakan sampo atau sabun yang berlebihan), atau dikompres-
kan di atas dada. Infeksi juga dapat dilakukan melalui terapi 
bath tub atau uap air. 
8. Mengatasi sejumlah penyakit rematik direkomendasikan 
untuk membubuhkan 30 tetes minyak kental yang dicairkan 
ke dalam 50 ml minyak nabati, dan oleskan pada daerah yang 
sakit, seka 2 - 3 kali per hari.

Selain itu, minyak Kayu Putih bisa digunakan dalam bidang 
kosmetik. Kita dapat menciptakan krim Tea Tree sendiri den-
gan menambah porsi krim netral, 5 - 15 tetes oil. Krim ini 
membantu kita mengurangi iritasi dan memberi kehalusan 
dan elastisitas pada kulit, ideal untuk kulit sensitif dan iritasi. 

Jika ingin menghilangkan kutil yang mengganggu, kita dapat 
memakai tetes minyak kayu Putih dan satu tetes minyak jeruk 
secara langsung ke kutil sepanjang malam dan balut dengan 
kain kasa tipis atau kapas, yang harus dibuka di pagi harinya. 
Ulangi cara ini setiap malam dan dalam tiga atau empat min-
ggu kita dapat melupakan kutil yang mengerikan itu. 

Juga berkaitan dengan rambut kita, dengan mengatur akti-
vitas kelenjar yang ditemukan di bawah kulit, fungsinya untuk 
membantu melicinkan kulit, bisa menghindari rambut terlalu 
berminyak dan rambut kering. Untuk melakukannya dapat 
membeli sampo yang telah berisi oil ini atau kombinasikan 
penggunaan tiap hari dengan beberapa tetes essential oil dari 
minyak Kayu Putih. Di samping itu sangat efektif melawan ke-
tombe.

Membasmi kutu rambut. Letakkan pada tangan sampo yang 
akan digunakan untuk mencuci rambut dan tambahkan empat 
tetes minyak Kayu Putih, kemudian basuh seperti biasa.
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Indonesian non oil export perfor-
mance in 2011 first quarter shows 
a convinced growth and exceeds the 

set target. The total of non oil export 
in last April reached US $ 12.9 trillion 
therefore the total of non oil export for 
the first four months this year has 
reached US $ 50.3 trillion, or 29.3 % 
higher than the same period in 2010. 
This figure is exceeding the government 
annual target of 12 % - 15 %.

“The growth of export figure in April 
2011, is the highest figure compare 
than the export figure in April on the 
past years. In the other hand, the non 
oil export figure to main country desti-
nation such as China, USA, Japan and 
European Unity including ASEAN mar-
ket is increasing intensively,” that’s one 
of the things said by The Trade Minister 
Mari Pangestu in the beginning of June 
2011 at the press conference on Trade 
Ministry export – import performance.

Based on the destination country, 
the non oil export to ASEAN market in 

last April reached US $ 2.468,9 Million, 
therefore the total from January – April 
2011 has reached US $ 8.261,5 Mil-
lion. Or 34.65% higher compared with 
the same period in 2010. In the second 
position, the export to China in April 
2011 reached 1.565,5 Million with the 
total export to this country from January 
– April 2011 has reached US $ 4.017,5 
Million or increased for 21.39%.

Meanwhile, the non oil export to Ja-
pan in last April reached US $ 1.458,5 
Million, or in other words it reached US 
$ 4.932,5 Million on the 2011 first 
quarter. This export figure is 18.16% 
higher compared with the same period 
in 2010.

Whilst the export to USA in April 
2011 reached US $ 1.314,4 Million, 
therefore the total of first quarter ex-
port to this country has reached US $ 
4.053,3 Million or 24.53% higher com-
pared with the same period in 2010.

“Those figures in the same time is giv-
ing us signal or information that it’s not 

only external market is getting better 
especially in Asia but the result of Free 
Trade Agreement or Economic Partner-
ship Agreement cooperation is become 
more effective in supporting our non oil 
export,” Mari Pangestu explained.

Beside the promising export growth, 
according to Mari, another great growth 
is that more Indonesian export products 
were using the entrance fee remission 
at the destination country. It’s proven 
from regional offices tabulation that 
published the Certificate of Origin.

“The usage of entrance fee remission 
to destination countries is expected to 
increase market access for our export 
product. This is the positive impact from 
FTA and EPA cooperation,” Mari Pang-
estu concluded.

FIRST QUARTER OF NON-OIL EXPORT IS EXCEEDING THE TARGET
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Breaknews

The end of grain harvest period in 
production centrals for period of 
February – May 2011, created 

the rice price increase. Trade Ministry 
data showed that the estimate price 
for medium rice in June 2011 is on the 
level of Rp. 7.107 per kg, exceedingly 
increased from May 2011 estimate for 
Rp. 7.040 per kg.

The Trade Minister Mari Elka Pang-
estu, added, that the rice price increase 
is triggered by the end of harvest sea-
son in some production central region. 
Meanwhile, the next harvest will start 
by the end of June or July, Mari said 
while giving press statement on staple 
food price development, at The Ministry 
of Trade, in June 2011.

The indication of rice price increase 
also can be seen from the declining of 
rice supply since last May 2011. Even 

in June, the rice estimate supply in Cipi-
nang rice main market is still lower than 
the rice estimate supply on the same 
period last year. The rice estimate sup-
ply in June 2011 is 2.350 tons per day. 
Whereas on the same period in 2010 is 
reached 2.507 tons per day.

“June 2011 supply is lower than in 
2010, it’s caused by harvest season 
delay. In June 2011 there’s harvest 
therefore the supply is bigger,” Mari ex-
plained.

In regards to the grain harvest season 
development, Mari Pangestu notifies 
consumer to be cautious of rice price in-
crease as the next harvest season will 
not be as big as the last February – May 
harvest season.

“Therefore, in the future we need 
to control the rice stock, especially to-
wards the feast season & Ied also the 

bad season. With the rice stock control 
we can push the price. Therefore the 
rice price increase since May is only for 
a while.” Mari Pangestu explained.

MARI ELKA PANGESTU : BE CAUTIOUS OF RICE PRICE INCREASE 



The 2011 World Economic Forum 
of East Asia is officially opened 
by Indonesian President, Susilo 

Bambang Yudoyono, in Jakarta, on the 
12th of June 2011. The 20th Interna-
tional Forum that held in Jakarta for the 
first time, is attended by 624 partici-
pants that represent government agen-
cies, industry, regional and global policy 
makers and the head of nonprofit agen-
cies and academics.   

One of the initiatives that is launched 
in the 2011 World Economic Forum of 
East Asia is the partnership with World 
Economic Forum for the sustainable ag-
riculture in Indonesia – World Economic 
Forum Partnership for Indonesia Sus-
tainable Agriculture (WEFP-ISA). This 
partnership is in the form of information 
changes & initiative implementation 
series to establish sustainability princi-
pal or the sustainability for agriculture 
growth that can help to actualize food 

security, environmental sustainability 
and economic opportunity for all agricul-
ture sector stakeholders.

“This partnership has concrete tar-
get which is 20:20:20. Which means, 
enhancement of agriculture product of 
20%, emission reduction of 20% and 
poverty level reduction in rural area of 
20%,” Economical Coordinator Minis-
ter, Hatta Radjasa explained.

“The Agriculture sector is an impor-
tant sector for Indonesia and we are 
keen of WEF and business world ini-
tiative to run public private partnership 
on agricultural sector in Indonesia. This 
thing is consistent with government 
program to increase productivity and in-
vestment on agricultural sector,” Hatta 
Radjasa continued.

“We are very keen to hold The 2011 
World Economic Forum of East Asia in 
Jakarta. The uniqueness of The World 
Economic Forum of East Asia is the 

series of initiatives, partnerships, and 
agreement that are achieved between 
participants from agencies and compa-
nies,” Hatta Radjasa explained.

Besides the agricultural sector initia-
tive, Indonesian delegation was taking a 
part in discussing the growth of invest-
ment on communication infrastructural 
sector including digital media sector. 
The participants from outside Indonesia 
that participate in the discussion on me-
dia digital was including Yahoo!, UBM 
India, ABS-CBN, Facebook, and The 
Internet Society. Indonesian delegation 
is represented by Visi Media Asia, Para 
Group and First Media.

WEFP CONCRETE OF 20:20:20
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Breaknews

Trade Minister Deputy Mahendra 
Siregar, expressed, that with the 
existence of 14 chocolate indus-

tries chain that has just been developed 
in Indonesia will increase Indonesian 
position in raw materials supply chain 
as well as processed cocoa in world 
market. 

Thus, one of the things, expressed by 
The Trade Minister Deputy Mahendra 
Siregar on the declaration of “National 
Cocoa & Chocolate Industry Resurrec-
tion” at Ceres Pty Ltd (General Food In-
dustries Pty Ltd) Bandung, West Java 
on the 24th of June 2011.

“The Trade Ministry will run the gov-
ernment policy in the downstream sec-
tor functions, which are distribution, 
market security and world cocoa mar-
ket network,” Mahendra said.

Furthermore, he added that govern-
ment will continually support the im-
provement program of cocoa beans 

quality, increase the volume of cocoa 
bean fermentation, and certification of 
products for sustainable cocoa.

The declaration of “National Cocoa 
& Chocolate Industry Resurrection” 
was opened by The Minister of Indus-
try, M.S. Hidayat, and was attended by 
some First & Second Echelon of Trade 
& Industrial Ministry, The Trade Minis-
try export director of Agricultural & For-
estry product, Department assistance 
of Economical Coordinator Minister of 
Plantation and Horticultural Affairs, Re-
gional secretary of West Java Province 
and The Chief of Cocoa Association – 
AIKI, APIKCI, AFKI.

The Ministry of Industry M.S Hidayat 
on the same occasion inaugurated 14 
cocoa processing factories in some lo-
cation throughout Indonesia. There are 
8 inaugurated factories for capacity 
addition; General Food Industries Pty 
Ltd, Bumi Tangerang Mesindotama Pty 

Ltd, Cocoa Ventures Indonesia Pty Ltd, 
Freyabadi Indotama Pty Ltd, Gandum 
Mas Kencana Pty Ltd, Teja Sekawan 
Cocoa Industries Pty Ltd, Kakao Gemi-
lang Pty Ltd and Sekawan Karsa Mulia 
Pty Ltd.

There are 6 factories with new facil-
ity; Asia Cocoa Indonesia Pty Ltd (For-
eign Investment), Maju Bersama Cocoa 
Industries Pty Ltd, Budidaya Kakao 
Lestari Pty Ltd, Jaya Makmur Hasta 
Pty Ltd and Unicom Kakao Makmur Su-
lawesi Pty Ltd.      

NATIONAL COCOA & CHOCOLATE INDUSTRY RESSURECTION



Beberapa Pengertian Kontrak Derivatif Lainnya
*) Alfons Samosir, Kepala Biro Hukum, Bappebti

Bagian II

KONTRAK DERIVATIF LAINYA 
(OTHER DERIVATIVES)

Sebagaimana dijelaskan pada edisi 
sebelumnya, bahwa pengertian 
derivative (tanpa “s”) dengan de-

rivatives (dengan “s”) adalah sama di 
mana dasar penentuannya adalah “un-
derlying asset atau komoditi”. Adanya 
kata-kata “ther” pada “other derivatives” 
(dengan “s”) menunjukan perkemban-
gan perdagangan bursa berjangka dan 
OTC sangat pesat yang tidak hanya me-
nyangkut masalah transaksinya, tetapi 
underlying asset dan komoditi sebagai 
dasar dari munculnya jenis jenis kon-
trak derivatives lainya. 

Dari penjelasan tersebut, diketahui  
bahwa derivative (tanpa “s”) terbagi 
dalam dua bagian. Yaitu, forward based 
derivative adalah other derivatives. Na-
mun demikian, tidak tertutup kemung-
kinan bahwa forward atau options juga 
bisa menghasilkan derivatives lainnya. 

Dalam buku “Options, Futures and 
Other Derivatives – Sixth Edition, karan-
gan John C. Hull, terdapat berbagai je-
nis derivatives (dengan “s”), antara lain, 
credit derivatives, weather derivatives, 
energy derivatives, insurance deriva-
tives, interest rate derivatives. 

Dari penjelasan di atas, pada 
dasarnya penggunaan istilah “Kontrak 
Derivatif Lainya” dimaksudkan untuk 
memasukan jenis-jenis Kontrak Deriva-
tif yang tidak termasuk Kontrak Ber-
jangka dan Kontrak Opsi.            

Kontrak Derivatif lainnya bukan-
lah merupakan pengertian yang berdiri 
sendiri, melainkan dipergunakan untuk 
penyebutan bagi kontrak-kontrak de-
rivatif yang tidak termasuk ke dalam 
kategori kontrak derivatif yang telah 
dikenal pada umumnya yaitu kontrak 
berjangka (futures) dan kontrak opsi 
(options). 

Di dalam textbook sebagaimana 
disebutkan di atas, tidak terdapat defi-
nisi yang menjelaskan pengertian Kon-
trak Derivatif lainnya.  Karena   Kon-
trak Derivatif lainnya merupakan dari 
pengertian Kontrak Derivatif sebagai 
mana disebutkan di atas. Termasuk 
dalam pengertian Kontrak Derivatif 
lainnya antara lain kontrak forward dan 
kontrak Swap.

Untuk menjaga fleksibilitas pen-
gaturan terhadap seluruh Kontrak De-
rivatif, pada dasarnya Kontrak Derivatif 
lainnya – Other Derivatives (dengan ”s”) 
tidak perlu didefinisikan. Atau,  apabila 
didefinisikan tidak membatasi ruang 
lingkupnya. Namun demikian, untuk 
memenuhi permintaan dalam rangka 
rapat pembahasan rancangan undang-
undang (RUU) amandemen Perdagan-
gan Berjangka Komoditi di Panja DPR 
RI, berikut ini dicoba dirumuskan be-
berapa pengertian atau definisi deriva-
tif lainnya – other derivative[s], sebagai 
berikut;

1. Alternatif 1:
Kontrak Derivatif Lainnya 

adalah kontrak selain Kontrak Ber-
jangka dan/atau Opsi yang nilai dan 
harganya tergantung pada subjek 
Komoditi (underlying)

Penjelasan:
Definisi alternatif 1 ini paling te-

pat dan simple karena UU Nomor 
32 Tahun 1997 tetang PBK telah 
mendefinisikan dan mengatur kon-
trak Derivatif yang berbentuk Kon-
trak Berjangka dan Opsi sehingga 
untuk memperluas jenis cakupan 
Kontrak Derivatif lainnya yang be-
lum diatur sebelumnya maka defi-
nisiny cukup menyebutkan ”selain 
Kontrak Berjangka dan/atau Opsi”.

2. Alternatif 2:
Kontrak Derivatif Lainnya, 

adalah kontrak standar selain Kon-
trak Berjangka       dan/atau Opsi 
yang nilai dan harganya tergantung 
pada subjek Komoditi.

Penjelasan:
Definisi alternative 2 sama 

dengan definisi alternative1 hanya 
menambahkan persyaratan bahwa 
Kontrak Derivatif Lainnya harus 
berbentuk kontrak standar. Hal ini 

dimaksudkan agar setiap kontrak 
yang akan diperdagangkan dapat 
diatur dan diawasi sesuai dengan 
ketentuan sehingga perlindungan 
pada masyarakat lebih terjamin. 

3. Alternatif 3:
Kontrak derivatif Lainnya adalah 

kontrak standar selain Kontrak Ber-
jangka dan/atau Opsi yang nilai dan 
harganya tergantung pada subyek 
Komoditi, dengan penarikan margin 
yang diperdagangkan secara multi-
lateral dan/atau secara bilateral.

Penjelasan:
Definisi alternatif 3 lebih leng-

kap daripada alternatif 1 dan alter-
natif 2 karena selain memenuhi un-
sur kontraknya yang standar, juga 
menambahkan unsur penarikan 
margin dan mekanisme transaksin-
ya yaitu dapat secara multilateral 
maupun bilateral.

4. Alternatif 4:
Kontrak Derivatif Lainnya 

adalah kontrak standar berbentuk 
kontrak forward, kontrak swaps, 
atau kontrak standar lainnya yang 
nilai dan harganya tergantung pada 
subjek komoditi, dengan penarikan 
margin yang diperdagangkan se-
cara multilateral dan/atau secara 
bilateral, dengan penyelesaian ke-
mudian dan tidak termasuk dalam 
pengertian ini adalah Kontrak Ber-
jangka dan/atau Opsi.

Pejelasan:
Definisi alternatif 4 lebih leng-

kap daripada alternatif 1, alternatif 
2, dan alternatif 3, dengan menam-
bahkan jenis-jenis kontrak derivatif 
lainnya yang telah ada dalam prak-
tik saat ini seperti kontrak swap 
dan kontrak forward dan membuka 
jenis-jenis kontrak derivatif lain 
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yang kemungkinan akan diperda-
gangkan. Definisi ini dimaksudkan 
untuk mengakomodasi jenis-jenis 
kontrakderivatif apapun yang akan 
adadikemudian hari. Selain itu di-
tambahkan pula unsur “penyelesai-
an kemudian” sesuai dengan prak-
tik yang ada penyelesaian kontrak 
derivatif dilakukan dimasa yang 
akan datang.

5. Alternatif 5:
Kontrak Derivatif Lainnya 

adalah kontrak standar berbentuk 
kontrak forward, kontrak swap, kon-
trak opsi atau kontrak standar lain-
nya yang nilai dan harganya tergan-
tung pada subjek Komoditi, yang 
diperdagangkan dengan penarikan 
marjin secara multilateral dan/atau 
secara bilateral degan penyelesai-
an kemudian dan didaftarkan di 
Lembaga Kliring Berjangka untuk 
dijamin penyelesaiannya dan ti-
dak termasuk dalam pengertian ini 
adalah Kontrak Berjangka.

Penjelasan:
Definisi alternatif 5 ini lebih 

lengkap daripada alternatif 1,2,3, 
dan 4 dengan menambahkan per-
syaratan bahwa seluruh transaksi 
Kontrak Derivatif Lainnya wajib 
didaftarkan di Lembaga kliring 
Berjangka untuk di jamin penyele-
saiannya. Hal ini untuk menjamin 
kepastian bagi para pihak bahwa 
tidak akan terjadi wanprestasi 
karena ada pihak yang menjamin 
dan mengkliringkan transaksi ser-
ta menjaga integritas keuangan 
yaitu Lembaga Kliring Berjangka. 
Sehingga kekawatiran kita bahwa 
pengaturan kontrak derivatif lain-
nya kedalam RUU Perubahan Atas 
UUPBK akan mengakibatkan ma-
syarakat dan negara dirugikan tidak 
akan terjadi karena kontrak deriva-
tif lainnya yang dapat diperdagang-
kan harus memenuhi unsur-unsur:

kontraknya harus standar; wajib 
didaftarkan di Lembaga Kliring Ber-
jangka untuk dijamin penyelesai-
annya; mekanisme perdagangan 
dapat dilakukan secara multilateral 
dan atau secara bilateral; jenisnya 
dapat berbentuk kontrak forward, 
kontrak swap, kontrak opsi atau 
kontrak standar lainnya yang nilai 
dan harganya tergantung pada sub-
jek Komoditi. 

 Tulisan ini mengacu pemikiran 
dan pandangan para pakar industri 
perdagangan berjangka komoditi 
yang dituangkan pada buku,  seb-
agai berikut; 

1. Robert W. kolb and james A. 
Overdahl, Financial Derivatives, 
edisi ketiga, John Wily & Sons, Inc., 
New Jersey 2003, halaman 1, me-
nyebutkan “We define a derivative 
as a contract that derives most of 
its value from some underlying as-
set, reference rate, or index. As our 
definition implies , a derivative must 
be based on at lest one underlying. 
An underlying is the asset, refer-
ence rate, or index from which a de-
rivative inherits principal source of 
value. Falling within our definition 
are several different types of deriv-
atives, including commodity deriva-
tives and financial derivatives.”
2. Jhon C. Hull, Options, Fu-
tures and Other Derivatives, edisi 
keenam,  Prentice Hall, New Jersey 
2006, halaman 1, menyebutkan 
“A derivative can be defined as a fi-
nancial instrument whose value de-
pends on (or derives from) the val-
ues of other, more basic underlying 
variables. Very often the variables 

underliying derivatives are the pric-
es of tradet assets. A stock option, 
for example, is a derivative whose 
value is dependent on the price of 
a stock. However, derivatives can 
be dependet om almost any vari-
able, from the price of hogs to the 
amount of snow falling at a certain 
ski resort)”
3. Prof. Andrew M. Chiholm, Deriv-
atives demystified, A Step-by Setep 
Guide to Forwards, Futures, Swaps 
and Options, John Wiley & Sons Ltd, 
West Sussex, England 2004, hala-
man 1, menyebutkan A derivative 
is an asset whose  value is derived 
from the value of some other asset, 
known as the underlying”
4. Joe Duarte MD, Futures and Op-
tions for Dummies, Wiley Publish-
ing, Inc New Jersey 2006, halaman 
48, menyebutkan “A derivative is 
a financial instrument that gets its 
value not from its own intrinsic val-
ue but rather from the value from 
the underlying secruty and time”.

(Selesai)
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*) SUBAGIYO, Staf BappebtiBagian 2

MEMILIH KONTRAK BERJANGKA MURABAHAH 
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Dalam buku-buku Islam (fiqh, 
tafsir dan hadits) menurut pakar 
ekonomi Islam dari Ikatan Ahli 

Ekonomi Islam Indonesia (IAEII) Agus-
tianto, kita bisa melihat dan menganali-
sa definisi riba. Dari ratusan definisi riba 
itu disimpulkan, bahwa riba ialah az-
ziyadah lam yuqabilha ‘iwadh, artinya, 
riba adalah tambahan yang diperoleh 
tanpa didasarkan adanya ‘iwadh.

 Iwadh ialah transaksi bisnis riil yang 
terdiri dari tiga macam, yaitu jual-beli, 
bagi hasil dan ijarah. Jual-beli contohnya 
ialah seperti jual-beli dengan segala 
macamnya (jual-beli murabahah, salam, 
istisna). Transaksi bisnis riil juga dapat 
diwujudkan dengan bagi hasil dan ijarah. 

Bagi hasil diwujudkan dengan 
konsep murabahah, syirkah, mud-
harabah musytarakah, musyarakah 
mutanaqishah dan muzara’ah. Se-
dangkan ijarah diwujudkan dengan 
ijarah biasa, ijarah muwazy (paralel). 
Sedangkan untuk transaksi mudhar-
abah dan musyarakah serta transaksi 
jual-beli murabahah, salam, istisna’ 
dan ijarah (leasing), memastikan keter-
kaitan sektor moneter dan sektor riil. 

Oleh karena itu pula, salah satu 
rukun jual beli ialah ada uang ada ba-

rang (ma’kud ‘alaihi). Dengan demiki-
an, future trading dan margin trading 
yang tidak diikuti dengan penyerahan 
barang (fisical delivery) adalah haram 
menurut Islam karena kurang memiliki 
persyaratan Syariah. Jelasnya bahwa 
konsep ekonomi Islam menjaga keseim-
bangan sektor riil dan sektor moneter. 

Begitu pula dengan perbankan Is-
lam yang pertumbuhan pembiayaan-
nya tidak dapat terlepas dari pertum-
buhan sektor riel yang dibiayainya. 
Yang jelas tidak boleh ada tambahan 
(keuntungan) tanpa adanya transaksi 
bisnis riel. Seorang spekulan mata 
uang, yang meraup keuntungan dari 
selisih harga beli dolar dan jualnya, 
adalah pelaku riba. Dalam ekonomi 
Islam, uang tidak boleh dijadikan se-
bagai komoditi sebagaimana yang 
banyak dipraktikkan dewasa ini dalam 
kegiatan transaksi bisnis valuta asing. 

Menurut Ekonomi Islam, transaksi 
valas hanya dibenarkan apabila di-
gunakan untuk kebutuhan transaksi 
di sektor riil, seperti membeli barang 
untuk kebutuhan impor, berbelanja 
atau membayar jasa di luar negeri dan 
sebagainya. Jual-beli valas untuk ke-
pentingan spekulasi, amat dilarang 

dalam Islam. Jual-beli valas untuk ke-
pentingan spekulatif menimbulkan 
dampak negatif bagi perekonomian.

Dampak spekulasi valas ialah nilai 
suatu mata uang dapat berfluktuasi 
secara liar. Solusinya adalah menga-
tur sektor finansial agar menjauhi dari 
segala transaksi yang mengandung 
riba, seperti transaksi-transaksi maya 
di pasar uang. Mengambil gain dan 
keuntungan tanpa didasarkan pada ke-
giatan bisnis sektor riil adalah riba, baik 
di pasar uang maupun di pasar deriva-
tif. Maka seorang spekulan saham di 
pasar modal juga telah melakukan prak-
tik riba, bahkan lebih jauh ia telah ma-
suk kepada praktik gharar dan maysir. 
Demikian pula, seorang yang ikut dalam 
transaksi bursa berjangka komoditi tan-
pa didukung adanya penyerahan fisik 
atas barangnya juga telah melakukan 
praktek-praktek ribawi, karena eko-
nomi Islam tidak memisahkan sektor 
moneter dan sektor riil, maka jumlah 
uang yang beredar menurut Islam, di-
tentukan oleh banyaknya permintaan 
uang di sektor riil atau dengan kata 
lain, jumlah uang yang beredar sama 
banyaknya dengan nilai barang dan 
jasa dalam perekonomian. Demikian 
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kata Ibnu Taymiyah di buku Majmu’ 
Fatawa pada abad pertengahan Islam.

Dalam Ekonomi Islam, sektor fi-
nansial mengikuti pertumbuhan sektor 
riil. Inilah perbedaan konsep ekonomi 
Islam dengan ekonomi konvensional, 
yaitu ekonomi konvensional, jelas me-
misahkan antara sektor finansial dan 
sektor riil. Akibat pemisahan itu, eko-
nomi dunia rawan krisis. Sebab, pelaku 
ekonomi tidak lagi menggunakan uang 
untuk kepentingan sektor riil, tetapi un-
tuk kepentingan spekulasi mata uang. 
Spekulasi inilah yang dapat menggon-
cang ekonomi berbagai negara, apalagi 
negara yang kondisi politiknya tidak 
stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang 
yang beredar sangat tidak seimbang 
dengan jumlah barang di sektor riil.  

Spekulasi mata uang yang meng-
ganggu ekonomi dunia, umumnya di-
lakukan di pasar-pasar uang. Pasar 
uang di dunia ini saat ini, dikuasai oleh 
enam pusat keuangan dunia (London, 
New York, Chicago, Tokyo, Hongkong 
dan Singapura). Nilai mata uang negara 
lain, bisa saja tiba-tiba menguat atau se-
baliknya. Di pasar uang tersebut, peran 
spekulan cukup signifikan untuk meng-
goncang ekonomi suatu negara. Lihat-
lah Inggris, sebagai negara yang kuat 
ekonominya, ternyata pernah sempoy-
ongan gara-gara ulah spekulan di pasar 
uang, apalagi kondisinya seperti Indo-
nesia, jelas menjadi bulan-bulanan para 
spekulan. Demikian pula ulah George 
Soros di Asia Tenggara tahun 1997.

Bagi spekulan, tidak penting apak-
ah nilai menguat atau melemah. Bagi 
mereka yang penting adalah mata 
uang selalu berfluktuasi. Tidak jarang 
mereka melakukan rekayasa untuk 
menciptakan fluktuasi bila ada momen 
yang tepat, biasanya satu peristiwa 
politik yang menimbulkan ketidakpas-
tian. Menjelang momentum tersebut, 
secara perlahan-lahan mereka mem-
beli rupiah, sehingga permintaan akan 
rupiah meningkat. Ini akan mendorong 
nilai rupiah secara semu ini, akan men-
jadi makanan empuk para spekulan. 
Bila momentumnya muncul dan ketida-
kpastian mulai merebak, mereka akan 
melepas secara sekaligus dalam jumlah 
besar. Pasar akan kebanjiran rupiah 
dan tentunya nilai rupiah akan anjlok. 
Para spekulan meraup keuntungan 
dari selisih harga beli dan harga jual. 
Makin besar selisihnya, makin men-
arik bagi para spekulan untuk bermain. 

Sebenarnya, sebagian pakar 
ekonomi dunia telah menyadari ker-
apuhan sistem moneter kapitalisme 
seperti itu. Teori bubble growth dan 
random walk telah memberikan 

penjelasan yang meyakinkan ten-
tang bahaya transaksi maya (bisnis 
dan spekulasi mata uang dan bisnis 
(spekulasi) saham di pasar modal). 

Para pemimpin negara-negara G7 
pun, telah menyadari bahaya dan ke-
burukan transaksi maya dalam per-
ekonomian. Pada tahun 1998 mereka 
menyepakati bahwa perlu adanya pe-
ngaturan di pasar uang sehingga tidak 
menimbulkan krisis yang berkepan-
jangan. Jadi, bila negara-negara G7 
telah menyadari bahaya transaksi 
maya, mengapa Indonesia masih be-
lum melihat dampak negatifnya bagi 
perekonomian dan segera mendorong 
konsep dan blueprint Ekonomi Islam. 

Selanjutnya, untuk meminimalisir 
kegiatan spekulasi dan bubble economy 
para ekonom Barat mengusulkan untuk 
mengetatkan regulasi investasi. Ben 
Bernake, Chairman of Federal Reserve 
bahkan sampai meminta kepada kong-
gres Amerika Serikat untuk menyetu-
jui penambahan regulasi bagi bank in-
vestasi agar tidak terjadi spekulasi yang 
berlebihan di pasar aset keuangan. 
Pendapat senada juga diutarakan oleh 
mantan Direktur IMF, Strauss-Kahn, 
yang mengatakan perlunya penam-
bahan aturan dan transparansi untuk 
menghidari krisis yang lebih parah. 

Meskipun kedua pernyataan ini ter-
dengar berlawanan dengan semangat 
kapitalisme Amerika, namun akhirnya 
sebagian ekonom dan pengamat pasar 
keuangan sepakat bahwa liberalisasi 
pasar keuangan cenderung mendo-
rong kepada ketidakstabilan ekonomi.

Joseph Stiglitz, pemenang Hadiah 
Nobel 2002 dari Harvard University 
mengatakan, “Pada akhirnya, Amerika 
Serikat yang selama ini membangga-
banggakan sistem kapitalisme yang 
dianutnya ke berbagai negara di du-
nia, mendapat kritikan tajam setelah 
Amerika sendiri tidak mampu mem-
buktikan bahwa model ekonomi yang 
dianutnya adalah model ekonomi yang 
bisa mensejahterakan umat manusia”.

Berkaitan dengan hal tersebut, bursa 
berjangka seharusnya agar lebih cerdas 
memilih produk berjangka yang akan 
diluncurkan sebagai produk berjangka 
Murabahah. Sehingga  kita tidak keliru 
dalam memilih produk sesuai dengan 
praktik-praktik murabahah yang me-
mang dianggap relevan untuk saat ini. 

Mengapa diperlukan hal tersebut, 
karena konsep ini dapat memberi-
kan pencerminan kepada kita bahwa 
sistem perdagangan berjangka kon-
vensional yang dilakukan selama ini 
terutama kontrak-kontrak berjangka 
derivatif seperti: indek, forex dan de-

rivatif lainnya yang diperdagangkan di 
luar bursa melalui Sistem Perdagan-
gan Alternatif (SPA), ternyata belum 
sepenuhnya dapat dijadikan sebagai 
produk Murabahah karena belum me-
miliki unsur Syariah yang dipersyarat-
kan dalam Hukum Islam. Dan, cende-
rung bersifat Maysir, Gharar dan Riba. 

Investor Muslimin
Sehubungan dengan hal itu, untuk 

memberikan alternatif pilihan in-
vestasi bagi investor muslimin yang 
menginginkan produk berjangka halal 
perlu diberikan alternatif pilihan investa-
si berjangka secara Syariah.  Sehingga 
kalangan muslimin terhindar dari per-
buatan Maysir, Gharar dan Riba. Untuk 
itu, agar kita tidak keliru memahami 
produk berjangka Syariah tersebut, di-
perlukan kajian para pakar ekonomi Is-
lam untuk membahas hal tersebut agar 
kontrak berjangka Murabahah benar-
benar sesuai dengan Syariat Islam. 
Maka  diperlukan kajian dan fatwa dari 
Dewan Syariah Indonesia dalam menen-
tukan produk Murabahah tersebut, se-
belum mendapat persetujuan Bappebti.

Seperti halnya produk Syariah yang 
ada di perbankan, produk perdagangan 
berjangka  murabahah tentunya tidak 
jauh berbeda dengan  kontrak berjangka 
konvensional yang ada di bursa ber-
jangka seperti produk komoditi primer, 
karena harganya kurang menarik dan 
tidak fluktuatif, serta transaksi perda-
gangannya tidak seliquid dan seramai 
kontrak-kontrak berjangka finansial dan 
indeks yang ada di SPA yang harganya 
jauh lebih fluktuatif.  Itulah pilihan eko-
nomi kadang yang terbaik belum tentu 
diminati, akan tetapi kontrak derivatif 
yang cenderung haram menurut Islam 
lebih banyak diminati karena memang 
harga dan keuntungan sangat menarik.  

Pertanyaannya  adalah, apakah 
kontrak berjangka murabahah yang 
akan diperdagangkan tersebut me-
ngambil konsep perdagangan berjangka 
(futures trading) dalam pengertian kon-
trak berjangka komoditi primer atau 
kontrak fisik forward, sebagaimana 
yang ada di bursa berjangka atau akad 
jual-beli antar perbankan dengan pe-
nyediaan komoditi di Bursa Berjangka.  

Itulah  yang perlu dikaji dan diso-
sialisasikan terlebih dahulu, konsep 
murabahah seperti apa yang mau di-
perdagangkan di bursa berjangka agar 
kita semua mengerti tentang subyek 
kontrak murabahah tersebut dengan 
dasar hukum dan konsep yang jelas.

(Selesai)
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Melesat Bak Pelor
Meniti karier di industri perda-

gangan berjangka komod-
iti bagi sekalangan orang 

bukan ‘lah pilihan yang popular.  
Tetapi bagi Ido Handika, profesi 

di bidang perdagangan berjangka 
merupakan tantangan yang men-
janjikan masa depan karier cerah. 

Betapa tidak, dalam tempo sekitar 
lima tahun dia sudah menduduki puncak 
tertinggi diperusahaanya, Direktur Uta-
ma PT Realtime Forex Indonesia (RFI).

Setelah menyandang gelar sar-
jana dari STT Telkom, tahun 2006, 
Handika, demikian dia disapa, lang-
sung terjun bebas di perusahaan 
pedagang berjangka penyelenggara 
sistem perdagangan alternatif di bur-
sa Jakarta Futures Exchange (JFX).  

“Tidak lama setelah tamat kuliah, 
saya langsung mendapat tawaran 
kerja di perusahaan ini. Awalnya saya 
hanya coba-coba saja, tetapi pada 
akhirnya saya pun memutuskan un-
tuk menekuni karier di bidang perda-
gangan berjangka ini,” akunya. 

“Sempat juga saya mendapat 
panggilan dari sebuah perusa-
haan telekomunikasi nasional 
terkemuka. Tetapi saya tolak. 
Karena rasanya sudah terlanjur meng-
geluti bidang perdagangan berjangka.” 

Lebih jauh diutarakan pria berkaca-
mata kelahiran Jakarta, 1981, ini, posi-
si yang didudukinya itu bukan ‘lah kursi 
kosong yang tanpa kerja keras. “Saya 

masuk perusahaan ini kebetulan dalam 
pembenahan sistem perdagangan yang 
menggunakan teknologi informasi. Kare-
na bidang teknologi informasi itu saya 
pelajari di bangku kuliah, maka semua 
pekerjaan itu dengan mudah saya ker-
jakan bersama rekan yang ada di sini.” 

“Setelah sistem perdagangan berja-
lan dengan baik, maka saya pun diberi 
peluang untuk menguasai bidang-bidang 
lain di perusahaan ini,” kisah Handika. 

Saya pun cukup beruntung pu-
nya ayah, I Gde Rakatantra,  yang 
sudah malang melintang di bidang 
perdagangan berjangka dan mantan 
staf Bappebti. Cukup banyak penge-
tahuan di bidang ini yang dapat saya 
serap dari beliau. Misalnya, langkah-
langkah apa yang mesti saya ambil 
jika dalam posisi dilema, dan bagaima-
na cara saya membaca situasi, lalu 
bagaimana cara mengatasinya. 

“Cukup banyak hal ‘lah masukan dari 
beliau. Sehingga saya pun bisa mengua-
sai transaksi perdagangan berjangka.”

Menurut Handika, RFI saat ini se-
bagai pedagang penyelenggara SPA 
dari sebanyak sembilan perusahaan 
pialang berjangka anggota JFX. Dan 
diakuinya, mayoritas perusahaan pi-
alang tersebut bertransaksi secara 
bilateral. Tetapi tahun 2010 lalu, ada 
transaksi pialang untuk kontrak ber-
jangka Olein. Jumlahnya sekitar 50 lot. 

Untuk melayani penawaran dari 
berbagai perusahaan pialang itu, Han-

dika, didukung sebanyak 20 SDM. 
“Karena perdagangan berlangsung 24 
jam, maka kita berlakukan 3 shift. Jadi 
seperti saya ini, tidur di kantor sudah 
biasa untuk menemani karyawan.”    

“Sesungguhnya kami pun sangat 
berharap bisa bertransaksi secara 
multilateral. Tetapi karena kami meru-
pakan perusahaan pedagang, sifat-
nya menunggu tawaran dari pasar, 
jadi kami pun menunggu perkemban-
gan pasar dan ke arah mana indus-
tri ini akan bergerak,” jelas Handika.

“Harapan saya, pasca amandemen 
UU No.32/1997, industri ini makin 
menunjukan posisinya sebagai salah 
satu sarana investasi yang menjanji-
kan. Dan, berdampak pada sektor riil 
perekonomian nasional,” tandasnya. 

Anak sulung dari dua bersaudara 
ini, mengisi waktu kosongnya dengan 
menggeluti hobi menembak.  Dia men-
gaku menjadi salah satu anggota dari 
Perbakin. Dan, menguasai tiga cabang 
menembak yakni dengan senjata laras 
pendek, senjata angin dan air soft. 

“Belum ada prestasi yang bisa 
saya banggakan dari olah raga men-
embak ini. Tetapi, dengan menguasai 
teknik menembak, saya bisa men-
gontrol emosi, fokus dan penuh kon-
sentrasi. Dan semua itu sangat mem-
bantu untuk pengembangan karier 
saya,” tutur Handika, yang sudah 
mempersiapkan mengakhiri masa 
lajangnya dalam waktu tidak lama lagi.   

Ido Handika


